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Proses perencanaan pembangunan adalah upaya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan secara bottom up dan top down dengan mengacu pada arah pembangunan nasional dengan memperhatikan orientasi pembangunan regional. Untuk itu tahapan perencanaan pembangunan daerah dari awal dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan berkontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan di daerah khususnya dan berkontribusi pada pembangunan regional dan nasional.
Rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku tahun 2014–2019 didasarkan pada kondisi obyektif saat ini dan masa lalu dan diprediksi 5 (lima) tahun kedepan. Perspektif 5 (lima) tahun kedepan prediksinya dilakukan terhadap indikator-indikator pembangunan yang bersifat makro, baik ekonomi, politik, maupun sosial. Perspektif Provinsi Maluku untuk jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan dan isu–isu strategis yang akan diuraikan sebagai berikut.

5.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah sebagai perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi pada saat ini. Perbedaan dimaksud dilihat dari kesenjangan pencapaian daerah maupun pencapaian regional atau nasional. Untuk memberikan penguatan pada penyusunan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2014–2019, permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dan dianalisis didasarkan pada urusan pemerintahan sebagai berikut.
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Tabel 5.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku
	No
	URUSAN /IKK
	TAFSIRAN CAPAIAN TARGET
	PERMASALAHAN
	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

	1
	2
	3
	4
	5

	A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

	I
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

	1
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

	1.1. 
	Pertumbuhan PDRB
	Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi sebesar 7,81 berada diatas rata-rata nasional. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14 berada sedikit dibawah rata-rata nasional 5,78.
	Pertumbuhan ekonomi didominasi oleh faktor konsumsi dan digerakkan sektor riil, investasi tidak merata diseluruh Kabupaten/Kota sehingga menyebabkan pertumbuhan tidak berkualitas
	· Penciptaan lapangan kerja yang merata diseluruh Kabupaten/Kota.
· Peningkatan dan pemerataan kemampuan daya beli masyarakat
· Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat
· Upaya pengurangan penduduk miskin
· Penciptaan suasana aman dan kepastian hukum untuk berinvestasi 

	1.2
	Laju Inflasi Provinsi
	Menekan laju inflasi minimal sama dengan rata-rata nasional
	Laju inflasi dipengaruhi oleh naiknya harga barang, rata-rata kebutuhan pokok diimpor dari provinsi lain
	· Upaya pemerintah daerah untuk memproduksi kebutuhan bahan pokok
· Kebijakan fiskal (pengenaan pajak import)
· Pengendalian harga dan distribusi barang yang merata ke Kabupaten/Kota
· Upaya pemerintah daerah untuk memperbanyak tabungan masyarakat

	1.3
	PDRB Per Kapita
	Pendapatan perkapita meningkat seiring terbukanya lapangan kerja tapi masih dibawah rata-rata nasional
	· Kelompok – kelompok usaha belum berkembang dengan baik
· Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akibat migrasi masuk
· Jiwa entrepreneur masyarakat rendah
	· Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan kelompok usaha
· Penciptaan lapangan kerja

	1.4
	Indeks Gini
	Pada tahun 2012 indeks gini 0,38
	· Distribusi pembangunan belum merata
· terjadi kesenjangan pendapatan
	· Mendorong masuknya investasi
· Penciptaan lapangan kerja yang merata di seluruh Kabupaten/kota

	1.5
	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan
	Persentase jumlah penduduk miskin mencapai 338.890 orang atau 20.76% pada tahun 2012, ini diatas rata-rata nasional (11.64%)
	· Rendahnya penciptaan lapangan kerja baru,
· Rendahnya akses masyarakat ke lapangan pekerjaan,
· [bookmark: _GoBack]Rendahnya skill masyarakat
	· Penciptaan jiwa entrepreneurship pada masyarakat
· Mengembangkan kewirausahaan berbasis unggulan lokal
· Mendorong keterlibatan investor dalam  pembinaan kewirausahaan 

	1.6
	Angka kriminalitas yang tertangani, pada tahun 2012 laporan angka kriminalitas sejumlah 1.152 dan kriminalitas yang dapat diselesaikan sebanyak 318 kasus.
	Upaya penurunan angka kriminalitas mendukung Provinsi Maluku yang aman, nyaman, produktif untuk aktivitas ekonomi,  sosial budaya dan berinvestasi serta efek jerah kepada masyarakat yang melanggar hukum

	· Rasio polisi /aparat keamanan dengan jumlah penduduk masih rendah
· Tingginya angka  kenakalan remaja yang berdampak pada perkelahian antar kampung/ antar negeri/antar desa/antar ohoi
· Tingginya peredaran minuman keras dan angka pengguna narkoba
· Penanganan laporan masyarakat yang penyelesaiannya memakan waktu lama 
	· Peningkatan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam membantu pihak kepolisian/aparat keamanan untuk menjaga ketertiban masyarakat
· Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan dan berbagai aktifitas keolahragaan
· Percepatan penanganan laporan masyarakat oleh aparat keamanan
· Keterlibatan masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba dan miras

	II
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat 
	
	
	

	1
	Pendidikan 
	
	
	

	1.1
	Angka melek huruf
	Terjadi Peningkatan Angka Melek Huruf dari tahun ke tahun. Tahun 2012/2013 sebesar 99,59 %, dengan target capaian 100 % untuk Provinsi Maluku pada tahun 2019.
Sisa 0,41 % utamanya terdapat pada daerah 3T (Kab Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Timur)
	Terbatasnya keterjangkauan masyarakat adat terpencil dan terisolasi mengakses pendidikan formal dan non formal

Kegiatan – kegiatan pelestarian seperti  Kelompok Belajar Masyarakat (KBM), Kelompok Belajar Usaha (KBU) masih sangat rendah khususnya untuk daerah 3T
Terbatasnya tenaga pendidik untuk daerah 3T
	Memfasilitasi Kab/Kota untuk mempermudah keterjangkauan daerah  3T. (Bekerja sama dengan LSM, dan pemerintah daerah setempat)
Memfasilitasi Kab/Kota untuk mengoptimalkan Kelompok Belajar Masyarakat  (KBM); kelompok Belajar Usaha (KBU) untuk peningkatan koordinasi dan sinergitas.
Pemerataan Penyebaran Tenaga Pendidik

	1.2
	Angka rata-rata lama sekolah
	Angka rata-rata lama sekolah (10,05) berada diatas standar Nasional (8,08) pada tahun 2012.

	· Rendahnya perluasan akses pendidikan pada daerah terpencil dan terisolasi, termiskin
· Rendahnya tingkat partisipasi sekolah pada semua tingkat pendidikan
	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan.

Meningkatkan akses pendidikan pada daerah 3T

	1.3
	Angka partisipasi kasar SD/MI
	APK SD/MI Provinsi Maluku pada tahun 2013 adalah (113,24%) dibawah rata-rata Nasional (118,2%)
	Distribusi dan penyebaran tenaga pendidik (guru) tidak merata
	Upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap akses sekolah dijenjang SD, maka jenjang berikutnya diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan terutama pada distribusi  dan penyebaran tenaga pendidik (guru).

	1.4
	Angka pendidikan yang ditamatkan
	Dominan penduduk angkatan kerja adalah pendidikan SMA
	Masih rendahnya akses pendidikan ke Perguruan Tinggi
	Meningkatnya jumlah penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

	1.5
	Angka Partisipasi Murni
	
	
	

	1.5.1
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A.
	APM SD/MI/Paket A Provinsi Maluku (97,45%) diatas rata-rata Nasional Tahun 2013 (95,70%) Tuntas Paripurna
	Kondisi layanan pendidikan dasar antar Kabupaten/Kota belum berimbang
	Difasilitasi Kab/Kota untuk disamakan angka disparitasnya terutama menyangkut pemerataan guru dan sarana prasarana.

	1.5.2
	Angka Partisipasi Murni (APM)
 SMP/MTs/Paket B
	APM SMP/MTs/Paket B Provinsi Maluku  pada tahun 2013 (92,07%) diatas rata-rata Nasional (78,80%)
	Guru yang berpotensi masih terpusat pada Pusat Kabupaten/Kota
	Memfasilitasi Penyebaran Guru yang berpotensi pada Kabupaten/Kota sampai tingkat Kecamatan.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Guru pada daerah terpencil salah satunya Perumahan Guru.

	1.5.3
	Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
	APM SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2013 (81,19%)
	Guru yang berpotensi masih terpusat pada Ibukota Kabupaten/Kota
	Memfasilitasi Penyebaran Guru yang berpotensi pada Kabupaten/Kota sampai tingkat Kecamatan.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Guru pada daerah terpencil salah satunya Perumahan guru.

	2
	Kesehatan 
	
	
	

	2.1
	Angka kematian bayi
	15/1000 Kelahiran Hidup
	· Sumber Daya Kesehatan yang belum memadai 
· Perilaku masyarakat yang masih mempercayai adat istiadat
· Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola asuh bayi 
· akses ke sarana pelayanan kesehatan terbatas
	· Rasio tenaga kesehatan dibandingkan penduduk belum memadai
· Sikap dan perilaku tenaga kesehatan mengutamakan komitmen melayani masyarakat
· Kerjasama dengan organisasi profesi, LSM, lintas sektor, lintas program,  tokoh masyarakat dan tokoh agama
· Distribusi tenaga kesehatan

	2.2
	Angka usia harapan hidup
	67,81 tahun (2012)
	· Kemiskinan
· Akses Pelayanan kesehatan masih terbatas 
· Perilaku hidup bersih dan sehat masih rendah.
	· Perbaikan tingkat perekonomian masyarakat
· Pelayanan kesehatan mulai dari bayi sampai lanjut usia berjalan maksimal
· Perilaku hidup bersih dan sehat
· Advokasi program perilaku hidup bersih sehat.

	2.3
	Persentase balita gizi buruk
	Capaian <1% per tahun 
	· Masih banyak masyarakat miskin di Provinsi Maluku sehingga akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan sehat masih rendah
· Sumber Daya Kesehatan yang belum memadai 
· Tingkat pengetahuan masyarakat tentang pola gizi seimbang
· Belum optimalnya pemanfaatan potensi pangan lokal di masyarakat  
· Informasi sadar gizi belum memasyarakat
	· Perbaikan tingkat perekonomian masyarakat
· Rasio tenaga kesehatan dibandingkan penduduk memadai
· Sikap dan perilaku tenaga kesehatan mengutamakan komitmen melayani masyarakat
· Media informasi sadar gizi disebarluaskan sampai ke tingkat desa
· Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman gizi keluarga


	3
	Pertanahan 
	
	
	

	3.1
	Persentase penduduk yang memiliki lahan bersertifikat
	Umumnya penduduk yang bersertifikat berada di perkotaan dan pusat kecamatan
	Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya lahan bersertifikat
	Kegiatan sertifikasi tanah masyarakat

	3.2
	Penyelesaian Konflik Pertanahan
	Penyelesaian konflik pertanahan kawasan perkotaan dan perdesaan 
	Pengakuan kepemilikan tanah didasarkan pada klan (marga), keturunan dan hak adat
	· Sertifikasi hak-hak atas tanah
· Konsultasikan dengan biro hukum (Perda Tanah Adat)
· Jaminan Kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah (Perda)

	3.3
	Penyelesaian Kasus Tanah Negara
	Tahun 2012 (76,5%)
	-
	-

	4
	Ketenagakerjaan 
	
	
	

	4.1
	Rasio penduduk yang bekerja
	Meningkatnya skill dan keterampilan para pencari kerja
	Kebutuhan tenaga kerja tidak sesuai dengan lowongan pekerjaan dan Terbatasnya Balai Latihan Kerja
	· Didirikannya Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan lowongan pekerjaan dan optimalisasi BLK yang ada
· Pemanfaatan sistem informasi kerja dan informasi pasar kerja untuk pencari kerja lokal dan regional
· memanfaatkan sistem kemitraan untuk penyerapan tenaga kerja

	III.
	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

	1
	Kebudayaan
	
	
	

	1.1
	Jumlah grup kesenian
	Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku tahun 2013 menjelaskan jumlah grup kesenian (sanggar) sesuai data tahun 2007 berjumlah 91 grup
	1. Rendahnya Apresiasi masyarakat terhadap seni budaya .
2. Seniman belum terorganisir secara optimal
3. Kualitas garapan karya perlu ditingkatkan 
4. Kurangnya dukungan pembiayaan untuk Pembinaan sanggar seni 
	· Tersedianya Ruang Kreatif bagi seniman berkesenian 
· Tersedianya SDM penata tari, musik teater yang memiliki latar belakang akademis
· Potensi keanekaragaman budaya lokal yang tersebar perlu di lestarikan sebagai aset 
· Aktivasi Taman budaya sebagai salah satu ruang kreatif
· Perhatian Pemerintah untuk menjadikan Maluku sebagai kota musik.

	1.2
	Jumlah gedung
	Terdapat 6 gedung kesenian pada tahun 2014

	1. Terbatasnya sarana  penunjang teknis untuk gelar seni budaya
2. Alokasi anggaran untuk sektor kebudayaan masih sangat terbatas sehingga pemeliharaan gedung belum optimal
3. Sarana Penunjang teknis pertunjukan masih terbatas
4. SDM pengelola masih  terbatas 
5. Kab/Kota perlu mengusulkan gedung seni pertunjukan 
6. Kondisi gedung teater tertutup kondisinya mengalami kerusakan 
	1. Tersedia Gedung Pameran, Gedung teater tertutup dan ruang musik, tari, teater
2. Maluku sebagai gudang seniman 



	2
	Pemuda dan Olah Raga
	
	
	

	2.1
	Jumlah klub olahraga
	Dari tahun 2008 jumlah klub olahraga (35 klub) sampai dengan tahun 2012  (60 klub) terjadi peningkatan jumlah dan kualitas klub olahraga.
	Belum meratanya penyediaan klub olahraga yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
	Peningkatan jumlah dan kualitas klub olahraga

Peningkatan pengatahuan dan pemahaman masyarakat akan pola hidup sehat melalui olahraga

Peningkatan upaya fasilitas penyediaan sarana dan prasarana klub olahraga

	2.2
	Jumlah gedung olahraga
	Tahun 2008–2012 (80–128 gedung olahraga)  jumlah gedung olahraga diharapkan terus bertambah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai
	· Terbatasnya sarana dan prasarana keolahragaan.
· Belum  maksimalnya sinkronisasi program dengan kegiatan antar pemprov dan kabupaten/kota dalam rangka pembinaan pengembangan potensi kepemudaan
	· Meningkatkan koordinasi baik antara pusat maupun daerah
· Peningkatan upaya fasilitas penyediaan sarana dan prasarana gedung olahraga
· Penyediaan sarana dan prasarana olahraga pada tiap kabupaten/kota sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi lingkungan tiap kabupaten/kota

	2.3
	Jumlah Pelatih dan Pembina olahraga 
	Tahun 2008–2012 (16  pelatih dan pembina)  jumlah pelatih dan pembina diharapkan terus bertambah 
	· Kurangnya tenaga pelatih dan pembina olahraga
· Belum  maksimalnya  program dengan kegiatan masing-masing cabang olahraga sesuai standar kompetensi
	· Meningkatkannya jumlah tenaga pelatih dan pembina olahraga
· Meningkatnya kualitas tenaga pelatih dan pembina 
· Meningkatnya  sarana dan prasarana pelatih dan pembina olahraga

	2.4
	Jumlah Organisasi Kepemudaan
	Tahun 2008–2012 (41  OKP)  jumlah organisasi kepemudaan  diharapkan terus bertambah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai
	· Terbatasnya organisasi kepemudaan
· Belum  maksimalnya sinkronisasi program dengan kegiatan antar pemprov dan kabupaten/kota dalam rangka pembinaan pengembangan organisasi kepemudaan
· Kurangnya koordinasi  organisasi kepemudaan Provinsi dan Kab/Kota
· Kurangnya peran organisasi kepemudaan dalam penyelenggaraan pembangunan
	· Meningkatkan Jumlah organisasi kepemudaan
· Peningkatan upaya fasilitas penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan
· Meningkatkan koordinasi Prov dan Kab/Kota


	2.5
	Jumlah Gedung Pemuda
	Tahun 2008–2012 (2  gedung Kepemudaan)  jumlah gedung pemuda diharapkan terus bertambah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai
	· Terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan.
· Belum  maksimalnya sinkronisasi program dengan kegiatan antar pemprov dan kabupaten/kota dalam rangka pembinaan pengembangan potensi kepemudaan
	· Meningkatkan sarana dan prasarana kepemudaan
· Peningkatan upaya fasilitas penyediaan sarana dan prasarana gedung kepemudaan
· Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan pada tiap kabupaten/kota sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi lingkungan tiap kabupaten/kota

	2.6
	Jumlah Pemuda Kewirausahaan
	Tahun 2008–2012. jumlah pemuda kewirausahaan diharapkan terus bertambah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai
	· Belum optimalnya motivasi pemuda dalam berwirausaha
· Minimnya kewirausahaan pemuda yang sesuai kearifan lokal wilayah kepulauan
	· Meningkatkan motivasi pemuda dalam kewirausahaan
· Meningkatnya kewirausahaan pemuda sesuai kearifan lokal 

	2.7
	Jumlah Pemuda dalam mengikuti program kepemudaan
	Tahun 2008–2012. jumlah pemuda diharapkan terus bertambah dalam mengikuti program kepemudaan
	· Belum maksimalnya pelaksanaan program kepemudaan diwilayah perbatasan, pedalaman dan pulau-pulau kecil.
· Pengembangan potensi kepemudaan
	· Meningkatnya keikutsertaan pemuda dalam melaksanakan program kepemudaan.
· Meningkatnya kualitas potensi kepemudaan

	
	
	
	· 
	· 

	
	
	
	· 
	· 

	
	
	
	· 
	· 

	2.8
	Jumlah  organisasi  kepemudaaan dan keolahragaan terakreditasi
	Tahun 2008-2012. jumlah Organisasi  keolahraghaan yang terakreditasi ( 0 ) 

	· Belum Terakreditasinya organisasi keolahragaan dan kepemudanaan l.
· Pengembangan potensi kepemudaan
	· Meningkatnya dan terakrediasinya organisasi  pemuda dan olah raga dalam  pelaksanaan program Kepemudaan dan Olahraga
· Meningkatnya kualitas potensi Organisasi kepemudaan dan Olah raga

	2.9 
	Prosentase kabupaten kota melakukan pengembangan dan keserasian kebijakan kepemudaaan dan Olahraga
	Tahun 2008-2012. jumlah kabupaten kota yang melaksanakan kegiatan kepemudaan dan olah raga

	· Belum tersedianya kebijakan tentang pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana, program dna kegiatan kepemudaan dan olah raga pada Provinsi dan kabupaten kota 
	· tersedianya kebijakan tentang pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana, program dna kegiatan kepemudaan dan olah raga pada Provinsi dan kabupaten kota

	B. ASPEK PELAYANAN UMUM

	I
	Fokus Layanan Urusan Wajib
	
	
	

	1.
	Pendidikan 
	
	
	

	1.1
	Pendidikan Dasar
	
	
	

	1.1.1
	Angka Partisipasi Sekolah
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pada jenjang SD/MI mengalami Peningkatan setiap tahun selama periode 2008-2012. Meningkat dari 97,49 % menjadi 114.25 % APS SD/MI (7-12 tahun)
	Rendahnya pemahaman masyarakat di wilayah terpencil tentang pentingnya pendidikan
	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan

	1.1.2
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia dini
	Pada tahun 2008 rasio ketersediaan sekolah per usia sekolah untuk pendidikan dasar adalah sebesar  87.78% . Kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 78.82 % dan pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 80.28% dan pada tahun 2013 menurun menjadi 79.09%.
	Belum meratanya sebaran jumlah sekolah pada daerah-daerah tertentu
	Perlunya pemeretaan pembangunan sekolah khususnya daerah-daerah terpencil, tertinggal dan terbelakang

	1.1.3
	Rasio guru/murid
	· Rasio dari  tahun 2008 ke 2013 mengalami penurunan  dan lebih rendah dari rasio ideal 1:25
· Begitu pula untuk SMP/MTs terlihat menurun sama dengan SD/MI
	Formasi kebutuhan khususnya untuk daerah terpencil dan kepulauan kurang diminati calon pendidik
	Diperlukaan koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam sistem rekrutmen penerimaan  pegawai khususnya untuk guru/pendidik

	1.1.4
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata
	Rasio guru/murid/kelas rata-rata untuk SD bervariasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, begitu pula rasio murid/kelas tidak melampaui standart ideal 1:32. Namun demikian rasio murid/kelas  SMP/MTs pada tahun 2008 melampaui standart  ideal sampai mencapai 1:40, tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan 1:29.
	· Formasi kebutuhan khususnya untuk daerah terpencil dan kepulauan kurang diminati calon pendidik.
· Program pemerataan guru belum dioptimalkan sesuai dengan kualifikasi dan komponen pendidik.

	· Diperlukan koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam sistem rekrutmen penerimaan pegawai khususnya untuk guru/pendidik
· Perlu dibangun sistem pemerataan dengan berbasis teknologi informasi yang disesuaikan  kualifikasi dan kompetensi  pendidik


	1.2
	Pendidikan Menengah 
	
	
	

	1.2.1
	Angka Partisipasi sekolah
	Capaian APS masih di bawah rata-rata Nasional tahun 2013 mencapai 57.85% Provinsi Maluku 43 %  di targetkan capaian indikator minimalnya sama dengan capaian nasional.
	Pertumbuhan jumlah penduduk usia 16-18 tahun, belum sepenuhnya diimbangi dengan pertumbuhan sekolah dijenjang menengah.
	· Memfasilitasi Kab/Kota untuk menganalisis data pendidik agar ditetapkan jenis tipe sekolah yang perlu ditempuh dalam suatu wilayah.
· Koordinasi yang intensif ke pusat untuk peningkatan beasiswa miskin dan unit cos BOS

	1.2.2
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dijenjang pendidikan menengah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 cenderung meningkat (0,24-0,30).
	Provinsi Maluku merupakan Provinsi Kepulauan dengan geografis yang sulit dijangkau. Sehingga masih ada usia sekolah pendidikan menengah tidak melanjutkan sekolah
	· Difasilitasi bangun RKB yang dilengkapi dengan asrama siswa.
· Perlu dibukanya kelas jauh didaerah terpencil


	1.2.3
	Rasio guru terhadap murid
	Capaian rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan menengah belum memenuhi rasio ideal 1:25, Provinsi Maluku pada tahun 2013 hanya mencapai 1:16.
	Distribusi penempatan dan pemerataan guru belum optimal
	Insentif koordinasi  dan konsultasi pusat, provinsi dan daerah

	1.2.4
	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata
	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata selama periode 2008-2013 menunjukkan rasio yang memadai walaupun masih bervariasi. Namun demikian rasio murid/kelas dari tahun 2008 -2013 sesuai standard ideal
	Kurangnya ruang kelas untuk memperbanyak siswa belajar
	Difasilitasi untuk penambahan ruang kelas baru atau ruang teori

	1.2.5
	Penduduk  yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
	Pada  tahun 2013 angka melek huruf 99,64 %
	Tingkat kesadaran masyarakat  akan pentingnya pendidikan sangat tinggi
	Program pendidikan gratis

	1.3
	Fasilitas Pendidikan 
	
	
	

	1.3.1
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan  baik
	Kondisi sarana pendidikan utamanya ruang kelas SD mencapai 68,61% kondisi baik tahun 2013 
	Kurangnya koordainasi antara daerah, provinsi dan pusat
	Perlu penepatan/aturan lebih awal diterima kab/kota intensifkan penggunaan DAK lebih banyak ke perbaikan sarana kelas


	1.3.2
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
	Kondisi sarana pendidikan untuk SMP dan SMA sederajat terjadi peningkatan sarana. Dari tahun 2008 kondisi baik SMP 71,2%  naik menjadi 85.34% di tahun 2013. Begitu pula untuk SMA dari 90 tahun 2008-2009 naik ada perbaikan sehingga menjadi 253 pada tahun 2012
	Minimnya anggaran tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada
	· Dukungan dana lain yang tidak hanya bersumber dari APBD
· Koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan Kab/Kota perlu ditingkatkan

	1.4
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
	
	
	

	1.4.1
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	APK PAUD Provinsi Maluku mengalami peningkatan 36.36 tetapi masih dibawah rata-rata Nasional 55,24%
	Partisipasi masyarakat terhadap PAUD masih minim
	· Sosialisasi tentang Pendidikan Anak Usia Dini di berbagai media.
· Mendorong Kab/Kota dan masyarakat membuka dan membentuk lembaga PAUD
· Fasilitasi bantuan subsidi kepada lembaga PAUD

	1.5
	Angka Putus Sekolah 
	
	
	

	1.5.1
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
	Rasio menunjukan adanya penurunan angka putus sekolah dari tahun 2008-2009 untuk SD/MI 1.13% menjadi 0,07% tahun 2011-2012
	· Tidak optimalnya pendataan dan analisisnya terhadap penyebab putus sekolah
· Bantuan subsidi belum memenuhi target
	· Pemantapan pendataan pendidikan terutama penyebab putus sekolah
· Program revitalisasi perlu dikembangkan dan diupayakan kembali.

	1.5.2
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
	Angka Putus Sekolah pada tingkat SMP/MTs pada tahun 2008/2009 adalah 0.14% sedangkan pada tahun 2011/2012 mengalami penurunan menjadi 0.02%
	Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
	Meningkatnya dukungan terhadap dukungan layanan pendidikan.

	1.5.3
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
	Angka Putus Sekolah pada SMA/SMK/MA pada tahun 2008/2009 adalah 0,12% dan mengalami penurunan pada tahun 2011/2012 menjadi 0.09%.
	Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
	Meningkatnya dukungan terhadap dukungan layanan pendidikan.

	1.6
	Angka Kelulusan 
	
	
	

	1.6.1
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI
	Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) mencapai 100%
	_
	· Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik.
· Koordinasi antar tingkat pemerintah untuk fasilitas penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran berkualitas

	1.6.2
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
	Angka Kelulusan tingkat SMP pada tahun 2008/2009 sebesar 92,96%  dan mengalami peningkatan pada tahun 2012/2013 sebesar 97,76% 
	· Penyebaran tenaga pendidik belum merata
· Rendahnya kualitas Guru
	· Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik.
· Koordinasi antar tingkat pemerintah untuk fasilitas penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran berkualitas

	1.6.3
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
	Angka Kelulusan tingkat SMA pada tahun 2008/2009 sebesar 99.53  dan mengalami penurunan pada tahun 2012/2013 sebesar 99.03% .

Untuk AL tingkat SMK pada tahun 2008/2009 sebesar 95.77% dan mengalami peningakatan pada tahun 2012/2013 menjadi 99.74%
	· Penyebaran tenaga pendidik belum merata
· Rendahnya kualitas Guru
	· Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik.
· Koordinasi antar tingkat pemerintah untuk fasilitas penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran berkualitas

	1.6.4
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs
	Provinsi Maluku sudah melaksanakan wajib belajar 12 tahun dalam RPJMD 2018-2013
	Lokasi sekolah dasar jaraknya jauh dari lokasi sekolah lanjutan setingkat SMP
	Dukungan pemerintah untuk pembangunan gedung sekolah SMP/MTs

	1.6.5
	Angka Melanjutkan (AM) ) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
	Provinsi maluku sudah melaksanakan wajib belajar 12 tahun dalam RPJMD 2018-2013
	Lokasi sekolah SMP  jaraknya jauh dari lokasi sekolah lanjutan setingkat SMA/SMK
	Dukungan pemerintah untuk pembangunan gedung sekolah SMA/SMK/MA

	1.6.6
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (SD)
	Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi   S1/D-IV (SD) pada tahun 2008/2009 adalah 90.37% dan mengalami peningkatan pada tahun 2011/2012 menjadi 97.58%
	Terbatasnya diklat untuk guru pada mata pelajaran tertentu seperti, matematika, IPA, bahasa inggris, seni budaya dan olahraga serta kearifan lokal
	Adanya program gratis peningkatan kualitas tenaga pengajar untuk mata pelajaran tertentu sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan mata pelajaran

	
1.6.7
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (SMP)
	Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi   S1/D-IV (SMP) pada tahun 2008/2009 adalah 92.96% dan mengalami peningkatan pada tahun 2011/2012 menjadi 99.79%
	Terbatasnya diklat untuk guru pada mata pelajaran tertentu seperti, matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, bahasa inggris, seni budaya dan olahraga serta kearifan lokal serta terbatasnya laboratorium untuk praktek
	Adanya program gratis peningkatan kualitas tenaga pengajar untuk mata pelajaran tertentu sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan mata pelajaran

	
1.6.8
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (SMA)
	Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi   S1/D-IV (SMA) pada tahun 2008/2009 adalah 99.53% dan mengalami peningkatan pada tahun 2011/2012 menjadi 99.63%
	Terbatasnya diklat untuk guru pada mata pelajaran tertentu seperti, matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, bahasa inggris, seni budaya dan olahraga serta kearifan lokal serta terbatasnya laboratorium untuk praktek
	Adanya program gratis peningkatan kualitas tenaga pengajar untuk mata pelajaran tertentu sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan mata pelajaran dan kesiapan guru untuk seleksi masuk perguruan tinggi

	
1.6.9
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (SMK)
	Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi   S1/D-IV (SMK) pada tahun 2008/2009 adalah 99.53% dan mengalami peningkatan pada tahun 2011/2012 menjadi 96.60%
	Terbatasnya diklat untuk guru pada mata pelajaran tertentu seperti, matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, bahasa inggris, seni budaya dan olahraga serta kearifan lokal serta terbatasnya laboratorium untuk praktek
	Adanya program gratis peningkatan kualitas tenaga pengajar untuk mata pelajaran tertentu sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan mata pelajaran dan kesiapan guru untuk seleksi masuk perguruan tinggi

	2.
	Kesehatan 
	
	
	

	2.1.
	Rasio posyandu per satuan balita
	Rasio Posyandu per 1000 balita pada tahun 2008 sebesar 9.5 dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 11.5
	· Sebagian besar posyandu masih dalam strata pratama dan madya yang artinya posyandu belum aktif pelayanan setiap bulan dan jumlah kader masih kurang 5 orang
· Minimnya dana operasional posyandu
· Minimnya fasilitas posyandu 
	· Kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
· Revitasilisasi Posyandu
· Kapasitas kader ditingkatkan secara kontinyu

	2.2.
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk pada tahun 2008 sebesar 0.23 dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 0.44 
	Masih banyak masyarakat Maluku yang belum terakses pelayanan Puskesmas, poliklinik dan pustu akibat kondisi geografis Maluku yang maritim

	· Regulasi (Perda) pelayanan kesehatan kepulauan
· Infrastruktur jalan, perhubungan dan jaringan komunikasi

	2.3.
	Rasio rumah sakit per satuan penduduk
	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2008-2012 sebesar 0.01 
	Masih banyak masyarakat Maluku yang belum terakses pelayanan Rumah Sakit akibat kondisi geografis Maluku yang maritim. Selain itu masih ada Kabupaten yang belum memiliki Rumah Sakit
	· Regulasi (Perda) pelayanan kesehatan kepulauan
· Infrastruktur jalan, perhubungan dan jaringan komunikasi 

	2.4.
	Rasio dokter per satuan penduduk
	Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2008 sebesar 0.13 dan meningkat menjadi 0.23 pada tahun 2012 
	Masih banyak daerah terpencil yang tidak didukung dengan infrastruktur jalan, perhubungan dan jaringan komunikasi yang memadai
	· Regulasi (Perda) pelayanan kesehatan kepulauan
· Infrastruktur jalan, perhubungan dan jaringan komunikasi

	2.5.
	Rasio tenaga medis persatuan penduduk
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2008 sebesar 0.19 dan meningkat menjadi 0.33 pada tahun 2012 
	Masih banyak daerah terpencil yang tidak didukung dengan infrastruktur jalan, perhubungan dan jaringan komunikasi yang memadai
	· Regulasi (Perda) pelayanan kesehatan kepulauan
· Infrastruktur jalan, perhubungan dan jaringan komunikasi

	2.6.
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
	Pada tahun 2008 adalah 29.88% dan mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 27.43%
	· Sumber Daya Kesehatan yang belum memadai 
· Perilaku masyarakat yang masih mempercayai adat istiadat 
	· Perubahan kurikulum pendidikan kebidanan yang menitikberatkan pada peningkatan ketrampilan bidan
· Perilaku bidan yang bersifat melayani
· Pembinaan organisasi profesi
· Kerjasama dengan tokoh adat dan tokoh agama

	2.7.
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
	Pada tahun 2008 adalah 63.18% dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 78.89%
	· Sumber Daya Kesehatan yang belum memadai 
· Perilaku masyarakat yang masih mempercayai adat istiadat
	· Perubahan kurikulum pendidikan kebidanan yang menitikberatkan pada peningkatan ketrampilan bidan
· Perilaku bidan yang bersifat melayani
· Pembinaan organisasi profesi
· Kerjasama dengan tokoh adat dan tokoh agama

	2.8.
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
	Pada tahun 2008 adalah 44.21% dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 56.03%
	· Perilaku masyarakat yang tidak mempercayai imunisasi
	· Kerjasama dengan lintas sektor, tokoh agama dan tokoh masyarakat
· Pemberdayaan masyarakat
· Tingkat kemandirian masyarakat (lebih mengutamakan upaya kesehatan preventif dan promotif daripada kuratif dan rehabilitative)

	2.9.
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
	Pada tahun 2008 adalah 58.22% dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 98.48%
	· Sumber Daya Kesehatan yang belum memadai 
· Tingkat pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang berbasis bahan lokal masih rendah
· Informasi sadar gizi belum memasyarakat
· Masih banyak masyarakat miskin di Provinsi Maluku
	· Media informasi sadar gizi disebarluaskan sampai ke tingkat desa
· Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman gizi keluarga
· Perbaikan tingkat perekonomian masyarakat

	2.10.
	Cakupan pemenuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
	Pada tahun 2008 adalah 38% dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 73%
	· Sumber Daya Kesehatan yang belum memadai 
· Masih adanya stigma tentang TB di masyarakat
· Perilaku hidup bersih dan sehat masih rendah 
· Masih banyak masyarakat miskin di Provinsi Maluku
	· Perilaku Hidup Bersih dan Sehat telah memasyarakat
· Penyebarluasan informasi tentang TB sampai ke tingkat desa
· Perbaikan tingkat perekonomian masyarakat

	2.11.
	Cakupan pemenuan dan penanganan penderita penyakit DBD
	Pada tahun 2010-2012 adalah 100% 
	· Sumber Daya Kesehatan yang belum memadai 
· Perilaku hidup bersih dan sehat masih rendah
	· Regulasi daerah terhadap penanggulangan KLB DBD
· Setiap Puskesmas mempunyai petugas khusus DBD yang bertanggungjawab

	2.12.
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
	Pada tahun 2008 adalah 26.06% dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 67.29%
	· Belum semua masyarakat miskin mempunyai jaminan kesehatan
· Akses terhadap sarana pelayanan kesehatan masih rendah
· Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia belum memadai
	· Premi pelayanan kesehatan memperhitungkan biaya transportasi ke sarana pelayanan kesehatan
· Perbaikan sistem rujukan secara berjenjang sesuai dengan regionalisasi
· Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan
· Pola pelayanan kesehatan bergerak (flying health care dan saling medical service)

	2.13.
	Cakupan kunjungan bayi
	Pada tahun 2008 adalah 82.62% dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 92.71%
	· Sumber Daya Kesehatan yang belum memadai 
· Perilaku masyarakat yang masih mempercayai adat istiadat

	· Penempatan tenaga PNS, honorer dan kontrak
· Kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

	2.14.
	Cakupan puskesmas
	Dari 118 kecamatan, sebagian besar desa pada kecamatan tersebut sudah terlayani cakupan puskesmas.
	Meskipun cakupan Puskesmas sudah terlayani sebagian besar desa, tetapi masih banyak masyarakat yang belum terakses pelayanan Puskesmas karena lokasi Puskesmas yang sulit dijangkau dan kondisi geografis yang kepulauan
	· Pembangunan Puskesmas disesuaikan dengan lokasi padat penduduk
· Penempatan tenaga PNS, honorer dan kontrak
· Fasilitas rumah dinas bagi tenaga Puskesmas tersedia
· Menyekolahkan masyarakat setempat untuk menjadi tenaga kesehatan

	2.15.
	Cakupan pembantu puskesmas
	Dari 118 kecamatan, sebagian desa yang belum terlayani puskesmas, dilayani pembantu puskesmas. 
	Akses masyarakat ke Puskesmas Pembantu masih rendah karena jumlah Puskesmas Pembantu belum tersebar merata.
	· Pembangunan Puskesmas Pembantu disesuaikan dengan lokasi padat penduduk
· Penempatan tenaga PNS, honorer dan kontrak
· Fasilitas rumah dinas bagi tenaga Puskesmas tersedia 
· Menyekolahkan masyarakat setempat untuk menjadi tenaga kesehatan

	3.
	Pekerjaan Umum
	
	
	

	3.1.
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
	Proporsi panjang jaringan jalan pada tahun 2012 adalah 365, 67 Km
	· Rendahnya aksesibilitas sistem jaringan jalan
· Masih panjangnya ruas jalan provinsi dalam kondisi rusak
	· Rehabilitasi/pemeliharaan dan peningkatan ruas jalan provinsi
· Peningkatan status jalan sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku

	3.2.
	Rasio jaringan irigasi
	Rasio jaringan irigasi pada tahun 2012 mencapai  49.01
	· Luasnya lahan budidaya yang belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelolasumber daya air.
· Degradasi lahan irigasi akibat alih fungsi lahan
	· Peningkatan rasio lahan budidaya yang terairi oleh jaringan irigasi dan peningkatan kemampuan petani untuk mengelola sumber daya air
· Peningkatan koordinasi lintas sektor

	3.3.
	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk pada tahun 2012 adalah 0.80%
	Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keberadaan rumah ibadah untuk kehidupan yang aman, nyaman dan produktif
	Adanya para pemuka agama ditengah masyarakat 

	3.5.
	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk
	Urusan persampahan merupakan tugas pemerintahan yang serahkan ke kabupaten/kota, dari 11 kabupaten/kota di Maluku telah dibentuk SKPD yang menangani persampahan
	Tingginya pertambahan penduduk dan variasi aktifitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan baik TPS maupun TPA dan terbatasnya sarana pengolahan sampah. 
	Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan pemukiman secara berimbang sesuai jumlah penduduk baik TPS maupun TPA dan ketersediaan institusi pengelola sampah yang profesional

Peningkatan peran serta masyarakat dengan cara membuang sampah yang di klasifikasi sesuai jenis sampah

	3.6.
	Rasio rumah layak huni
	Pada Tahun 2008 rasio rumah layak huni adalah 0.78% dan menurun menjadi 0.70% pada tahun 2012
	· Tersebarnya pemukiman penduduk pada pulau-pulau kecil
· Terbatasnya akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan
	· Peningkatan aksesibilitas masyarakat akan rumah layak huni melalui fasilitas perbankan yang di koordinir pemerintah
· Pembangunan rumah layak huni kepada masyarakat yang tidak mampu di pulau-pulau kecil yang berpenghuni

	3.7.
	Rasio permukiman layak huni
	Permukiman layak huni umumnya tersebar pada permukiman penduduk baru yang dibangun oleh pengembang terutama pada Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten/Kota.
	Masih terdapat permukimkan tidak layak huni pada desa-desa pesisir dan sebagian kawasan perkotaan pada Ibu Kota Provinsi/Kabupaten/Kota
	Upaya Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan dan pada desa-desa pesisir

	4.
	Perumahan 
	
	
	

	4.1.
	Rumah tangga pengguna air bersih
	Akses masyarakat terhadap air bersih telah mencapai 60,58% pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa dari total penduduk 1.608.786 sebanyak 231.360 telah terlayani oleh air bersih yang bersumber dari PDAM atau sumber lainnya yang terlindungi.
	· Kondisi pulau-pulau kecil yang berpenghuni ketersediaan air bakunya terbatas
· Belum terpetakannya wilayah rawan air baku dan wilayah yang dilayani oleh sistem penyedia air minum
	· Peningkatan cakupan pengguna air bersih pada masyarakat perdesaan di pulau-pulau kecil yang ketersediaan air bakunya terbatas dan belum terjangkau oleh PDAM  melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum melalui berbagai program
· Upaya perlindungan sumber air baku di pulau-pulau kecil dan terhindar dari pencemaran lingkungan

	4.2.
	Rumah tangga pengguna listrik
	Pada tahun 2008 rumah tangga pengguna listrik mencapai 153.395 Mwh dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 246.741 Mwh
	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah untuk pembangkit listrik skala menengah maupun skala kecil
	Upaya pemerintah untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dengan program pengembangan desa mandiri energi

	4.3.
	Persentase rumah tinggal bersanitasi
	Persentase rumah tinggal bersanitasi terfokus pada wilayah perkotaan, ibu kota kecamatan dan desa-desa yang berada disekitar kawasan perkotaan. Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah  407,93 % pada tahun 2012
	Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi yang menjangkau kawasan perdesaan terutama pada pulau-pulau kecil yang berpenghuni 
	· Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan banyaknya rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak
· Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan

	4.4.
	Persentase lingkungan permukiman kumuh 
	Pada tahun 2009 persentase  luas lingkungan permukiman kumuh adalah 0.000027 Ha dan mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 0.000026 Ha
	Belum optimalnya cakupan pelayanan dan jumlah prasarana sarana dan utilitas lingkungan permukiman
	Peningkatan kualitas dan cakupan prasarana sarana dan utilitas lingkungan permukiman

	5.
	Penataan Ruang
	
	
	

	5.1.
	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah HPL/HGB
	Rasio ruang terbuka hijau per satuan wilayah HPL/HGB pada tahun 2012 adalah 562.33 
	· Ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan belum di tata dengan baik 
· Belum tersosialisasinya UU No. 26 Tahun 2007 sampai di tingkat  masyarakat
	· Pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan 
· Sosialisasi UU No. 26 Tahun 2007 sampai di tingkat masyarakat 
· Sosialisasi peraturan daerah nomor 16 tahun 2013

	6.
	Perencanaan Pembangunan
	
	
	

	6.1.
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
	11 Kabupaten/Kota telah memiliki dokumen RPJPD, Perda RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 Nomor 02 Tahun 2009 
	Belum optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
	· Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah
· Optimalisasi dan peningkatan koordinasi dan sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintahan;

	6.2.
	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
	11 Kab/Kota telah memiliki RPJMD, dan telah ditetapkan dengan Perda. Perda RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 dalam proses konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri.
	Belum sinkronnya program antara Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan program sektoral Kementerian lembaga.
RTRW belum dijadikan acuan implementasi program di daerah.
	Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota telah dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan dokumen RTRW. 

	6.3.
	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
	Provinsi dan 11 Kab/kota memiliki RKPD yang ditetapkan oleh Perkada yang disesuai dengan peraturan yang berlaku
	Belum optimalnya capaian RKPD sesuai target yang tetapkan dalam pencapaian Visi, Misi Pemerintah Daerah
	Terciptanya koordinasi perencanaan pembangunan dalam Musrenbang setiap tahun antara Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota.

	6.4.
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
	Konsistensi antara program dalam RKPD dan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya (RTRW, RPJPD dan RPJMD)
	Belum optimalnya konsistensi perencanaan sesuai dokumen perencanaan RTRW, RPJPD, RPJMD dan RKPD
	Telah diperdakan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan dokumen RTRW di 11 Kabupaten/Kota. 

	7.
	Perhubungan 
	
	
	

	7.1.
	Jumlah arus penumpang angkutan umum
	Pada tahun 2008 jumlah arus penumpang angkutan umum sebanyak 326.18 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 576.138
	Jumlah sarana angkutan umum (Kapal Laut/Kapal Ferry/Pesawat Udara/Bus belum mencukupi kebutuhan transportasi di kepulauan Maluku
	Peningkatan penyediaan Prasarana dan Sarana transportasi Laut/Udara/Darat/Penyeberangan

	7.2
	Jumlah uji kir angkutan umum
	Tersedia data Uji Kir angkutan umum di 11 Kab/Kota dengan total jumlah Uji Kir Angkutan Umum pada tahun 2012 sebanyak 3.909
	Terbatasnya SDM dan peralatan uji KIR
	Peningkatan penyediaan prasarana peralatan uji KIR dan peningkatan kualitas SDM 

	7.3
	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus
	Pada tahun 2012 jumlah pelabuhan laut sebanyak 46, pelabuhan udara 17 dan terminal bus 11 
	· Proses perencanaan (Study s.d pengusulan ) dan proses pembangunan memakan waktu yang lama
· Anggaran yang diberikan melalui dana APBN setiap tahun anggaran tidak cukup untuk penyelesaian pembangunan pelabuhan
	· Diusulkan ke pemerintah pusat agar proses perencanaan dan proses pembangunan dapat di persingkat
· Mengusulkan agar anggaran yang dikucurkan lewat APBN untuk pembangunan prasarana transportasi bisa mencukupi sehingga proses pembangunan hanya diperlukan waktu  hanya 2 tahun  anggaran.

	8.
	Lingkungan Hidup
	
	
	

	8.1.
	Persentase Penanganan Sampah
	11 kabupaten/kota dapat menyediakan TPS, armada angkutan sampah dan TPA serta penyadaran masyarakat untuk membuang sampah sesuai ketentuan
	Terbatasnya lokasi TPS, TPA dan armada pengangkut sampah serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya
	Penanganan sampah merupakan tugas Kabupaten/Kota yang ditunjang oleh Pemerintah Provinsi dan bantuan sektoral .

	8.2.
	Persentase penduduk berakses air minum
	Cakupan air bersih di Provinsi Maluku pada tahun 2012 dengan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih mencapai 135.777 (8.43%) 
	Belum terpetakannya wilayah yang akan
dilayani oleh sistem penyediaan air minum
serta belum optimalnya pemanfaatan dan
pengelolaan air baku air minum
	Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan

	8.3.
	Persentase luas permukiman yang tertata
	Luas permukiman yang tertata diutamakan pada kawasan perkotaan  Ibu Kota Kabupaten dan kawasan pedesaan Ibu Kota Kecamatan.
	· Terbatasnya developer yang mengusahakan pemukiman tertata baik sampai ke tingkat desa
· masih tingginya pemahaman masyarakat terhadap pola permukiman lama yang didiami secara turun-temurun sebagai bagian yang dianggap tabu untuk dirubah
	
Adanya peraturan Daerah tentang RTRW dan penyusunan Rencana Zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten/Kota

	8.4.
	Pencemaran status mutu air
	Jumlah sungai yang dipantau dan ditetapkan status mutu air dan diinformasikan kepada publik sebanyak 4 sungai khusus untuk Kota Ambon
	· Sarana sampling air tidak tersedia dan masih menggunakan laboratorium luar
· Kegiatan pemantauan kualitas air bersumber dari dana APBN (Dekonsentrasi) 
	Diusulkan ke Pemerintah Pusat dan Daerah agar Bapedal mendapat peralatan laboratorium, Anggaran Pemantauan Kualitas Air Sungai mestinya juga berasal dari APBD karena merupakan kegiatan yang berbasis SPM

	8.5.
	Pencemaran status mutu udara ambien
	Jumlah Kota yang dipantau dan ditetapkan status mutu udara ambien dan diinformasikan kepada publik baru Kota Ambon.
	· Rendahnya pengetahuan SDM dalam penanganan pemantauan Kualitas Uadara Ambien sehingga di perlukan Diklat
· Kegiatan Pemantauan  Kualitas Udara Ambien bersumber dari dana APBN (Dekonsentrasi)
	Anggaran Pemantauan Kualitas Udara Ambien mestinya juga berasal dari APBD karena merupakan kegiatan yang berbasis SPM

	8.6.
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL adalah 9.35%
	Belum terbentuk Komisi AMDAL secara keseluruhan di 11 Kabupaten/Kota
	· Anggaran yang memadai dalam rangka pembinaan
· Tersedianya SDM dan Kelembagaan yang memenuhi syarat terbentuknya Komisi

	8.7.
	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
	Tempat pembuangan sampah diupayakan tersedia sesuai kebutuhan jumlah penduduk pada masing-masing kawasan
	Belum terdatanya jumlah penduduk pada kawasan permukiman di 11 Kabupaten/Kota
	Telah dibentuk SKPD kebersihan atau nama lain yang ditugaskan untuk menangani persampahan pada 11 Kabupaten/Kota. 

	8.8.
	Penegakan hukum lingkungan
	Jumlah kasus lingkungan di kabupaten/kota yang diidentifikasi, diverifikasi dan ditangani sebanyak 50%
	· Belum ada tenaga Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
· Kurangnya tenaga PPNS bidang lingkungan hidup
· Rendahnya pengetahuan SDM dalam penanganan kasus lingkungan
	Dibutuhkan anggaran yang memadai karena penegakan hukum lingkungan melibatkan aparat terkait 

	9.
	Pertanahan 
	
	
	

	9.1.
	Persentase luas lahan bersertifikat
	Sampai pada tahun 2012 persentase luas lahan yang bersertifikat di utamakan pada kawasan transmigrasi dan desa-desa induk dengan kegiatan sertifikasi PRONA
	Kepemilikan tanah merupakan hak ulayat, dati atau adat yang dikuasai secara komunal sehingga  sulit di serifikatkan secara individu
	Program pemerintah untuk sertifikasi tanah ulayat, dati atau adat

	9.2.
	Penyelesaian kasus tanah Negara.
	Jumlah Kasus Tanah Negara pada tahun 2012 mencapai 204 kasus dengan jumlah kasus yang terselesaikan 156 menunjukan penurunan jumlah kasus yang diselesaiakan dari semua kasus yang terdaftar (76.5%).
	Terbatasnya data pendukung untuk penyelesaian kasus di persidangan

	Kebijakan pemerintah dalam rangka penyiapan SDM bidang Hukum untuk penyelesaian sengketa pertanahan

	10.
	Kependudukan dan Catatan Sipil
	
	
	

	10.1.
	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk
	Pada tahun 2012 rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk sebesar 73.71%
	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam administrasi kependudukan, dan banyaknya migrasi masuk yang belum ber KTP
	Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan

	10.2.
	Rasio bayi berakte kelahiran
	Rasio bayi berakte kelahiran 0.33% dari total kelahiran di tahun 2012 
	Rendahnya kesadaran masyarakat  dalam administrasi kependudukan, dan rendahnya kesadaran pasangan suami instri untuk mendaftarkan anaknya memiliki akte kelahiran. 
	Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan sosialisasi pentingnya akte kelahiran kepada pasangan yang baru menikah

	10.3.
	Rasio pasangan berakte nikah
	Rasio pasangan berakte nikah 5,50 persen dari total pasangan yang menikah di tahun 2012.
	Rendahnya kesadaran pasangan suami isteri untuk mendapatkan akte nikah. 
	Sosialisasi pentingnya kepemilikan akte nikah pada pasangan suami isteri yang baru menikah. 

	10.4.
	Kepemilikan KTP 
	Kepemilikan KTP dari total jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 1.608.786 sebesar 301.331 atau 18,7 %
	Rendahnya kesadaran masyarakat  dalam administrasi kependudukan
	Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan

	10.5.
	Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk 
	Penduduk yang memilik akte kelahiran 83.20% dari total jumlah penduduk pada tahun 2012
	Belum dimanfaatkannya akte kelahiran dalam melengkapi administrasi kependudukan untuk berbagai kepentingan pembangunan
	Sosialisasi kepada masyarakat tentang  pentingnya akte kelahiran untuk menunjang administrasi kependudukan dalam pembangunan

	11.
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	11.1.
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
	· Partisipasi perempuan di lembaga legislatif ±33 persen pada pemilu 2008-2013 
· Persentase partisipasi perempuan di lembaga eksekutif ±40 persen
· Persentase perempuan yang menduduki jabatan eksekutif 35 persen 
	· Rendahnya keinginan perempuan untuk terlibat dalam organisasi/partai politik.
· Terbatasnya perempuan yang dipromosikan  di lembaga eksekutif sesuai peraturan yang berlaku
· Jumlah perempuan yang memenuhi persyaratan dalam jabatan eksekutif terbatas
	· Meningkatkan upaya pendidikan politik bagi perempuan di masyarakt dan di partai politik
· Dorongan untuk penerimaan perempuan di lembaga eksekutif termasuk     lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi perempuan
· Peningkatan kapasitas SDM perempuan untuk menduduki jabatan struktural di pemerintahan

	11.2.
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta 26% dari total jumlah tenaga kerja swasta di tahun 2012
	· Data jumlah angkatan kerja belum terpilah gender
· Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada beberapa sektor usaha tertentu (Konstruksi, Perikanan, Pertambangan) masih terbatas
	· Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan data
· Pendidikan dan latihan bagi perempuan dalam pemenuhan pasar kerja

	11.3.
	Rasio KDRT
	Sesuai laporan pada tahun 2012  terdapat 9 Kasus KDRT
	· Rendahnya keinginan masyarakat melaporkan kasus KDRT 
· Terbatasnya anggaran, pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
· Belum maksimalnya advokasi kebijakan dan implementasi SPM bidang layanan terpadu dan traffiking
	· Adanya advokasi Tokoh Agama Tokoh Masyarakat pendidikan dan masyarakat terkait proses pencegahan KDRT
· Bentuk Jejaring Kerja sama dengan lembaga/organisasi/Instansi terkait sesuai peran masing-masing dalam tupoksi
· Pelatihan bagi petugas lapangan dan petugas pendamping

	11.4.
	Persentase jumlah tenaga kerja dibawa umur
	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur sampai tahun 2012 belum teridentifikasi 
	· Masih adanya Tenaga kerja anak di bawah umur
· Belum teridentifikasinya tenaga kerja anak
	· Regulasi tenaga kerja anak dibawah umur bagi perusahaan
· Sosialisasi dan pemetaan jenis-jenis pekerja anak dibawah umur

	11.5.
	Partisipasi angkatan kerja perempuan
	Partisipasi angkatan kerja perempuan mendekati jumlah angkatan kerja laki-laki
	Masih terjadinya bias gender angkatan kerja laki-laki dan perempuan
	Meningkatkan SDM perempuan di  bidang ketenagakerjaan

	11.6.
	Cakupan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
	Penyelesaian kasus pengaduan untuk perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan belum teridentifikasi
	Belum semua kab/kota membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak
	Mendirikan pusat pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak (P2TPA) di tingkat kab/kota

	12.
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
	
	
	

	12.1.
	Rata–rata jumlah anak per keluarga
	Jumlah anak perkeluarga rata-rata 2-3 di tiap tahunnya hingga tahun 2012
	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang keluarga berencana
	· Pengelolaan pengendalian penduduk secara holistik lintas sektor
· Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaan kelahiran anak
· Penyebarluasan KIE Genre (Generasi Berencana)

	12.2.
	Rasio akseptor KB
	Angka rasio Akseptor KB masih harus ditingkatkan meskipun sedikitnya mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2012 terjadi penurunan hingga 25.06%
	Terbatasnya tenaga lapangan penyuluh KB,utamanya di daerah terpencil, pegunungan,dan pulau-pulau terisolir
	Membangun jejaring dengan kader/tenaga lapangan sektor lain dan memaksimalkan fungsi tenaga lapangan tersebut terkait urgensi KB melalui peningkatan kapasitas


	12.3.
	Cakupan peserta KB aktif
	Cakupan peserta KB Aktif di Provinsi Maluku mengalami penurunan pada tahun 2012 mencapai 78.68%
	· Masih rendahnya partisipasi KB Pria
· Akses ber-KB masyarakat miskin dan terpencil (pegunungan dan pulau-pulau terisolir masih rendah
	· Mendorong kepesertaan KB pria
· Membangun kemitraan dengan lintas stakeholders dan layanan kesehatan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan KB kepada masyarakat.

	12.4.
	Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga sejahtera I
	Penurunan jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I pada tahun 2012 sebesar  50.58%
	· Tingginya persentase keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I
· Meningkatnya pernikahan dini di kalangan anak remaja
	· Penguatan ketahanan ekonomi keluarga
· Peningkatan partisipasi ber-KB
· Bimbingan serta pengajaran tentang dampak negative pernikahan dini untuk mendorong pendewasaan usia kawin dan perencanaan keluarga;

	13.
	Sosial 
	
	
	

	13.1.
	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.
	Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitas dari tahun 2008 sebesar 19% tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi  21%
	Terbatasnya dana yang dialokasikan setiap tahun sehingga sarana dan prasarana pendukung sangat terbatas.
	· Diperlukan peningkatan anggaran dan sasaran pada masing-masing kegiatan.
· Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.


	13.2.
	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan pada tahun 2012 sebanyak  4.6%
	· Belum optimal dan akuratnya pendataan PMKS.
· Belum tersedianya kriteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan
	· Optimalisasi peningkatan ketersediaan data PMKS yang akurat
· Memperluas jangkauan pelayanan kepada penerimamanfaat
· Penyediaan SOP dan penentuan kriteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan.

	13.3.
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
	Penyandang masalah kesejahteraan sosial mengalami peningkatan dari 2% di tahun 2008 mencapai  5% di tahun 2012
	· Kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah kesejahteraan sosial.
· Kompleksitas penyandang masalah semakin bertambah
	· Adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
· Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial

	13.4
	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.
	Ketersediaan saranan sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitas terbatas di beberapa Kota.
	Jumlah Panti Sosial milik Pemerintah Daerah adalah sebanyak 3 buah sedangkan masyarakat sebanyak 31 buah. Target yang dicapai sampai dengan thn 2019 adalah sebanyak 34 buah. Hal ini disebabkan karena sasaran pelayanan bukan pada pendirian panti tetapi pada jumlah penerima pelayanan dalam panti.
	Kepedulian terhadap masalah sosial merupakan faktor penentu keberhasilan pelayanan dalam panti.

	13.5
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial
	Bantuan sosial diberikan kepada PMKS yang telah terdaftar dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku
	Masih sedikit jumlah penanganan PMKS disebabkan adanya keterbatasan pendanaan. 

	Koordinasi yang baik antara Provinsi dan Kab/Kota

	13.6
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
	Diupayakan untuk penanganan PMKS merata di setiap Kabupaten/Kota
	Data Populasi PMKS perlu di verifikasi.
	Koordinasi yang baik antara Provinsi dan Kab/Kota


	14.
	Ketenagakerjaan 
	
	
	

	14.1.
	Angka partisipasi angkatan kerja
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APK) 63.71% pada tahun 2012 
	Rendahnya keterampilan tenaga kerja
	Pembekalan dan pelatihan tenaga kerja baik skil maupun kemampuan manajerial

	14.2.
	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun
	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun sebanyak 0.68 % pada tahun 2012
	Tidak adanya kesepakatan tentang upah antara pegusaha dengan tenaga pekerja
	Penetapan upah minimum regional yang disesuaikan dengan kemampuan dari perusahaan dan ketentuan yang berlaku

	14.3.
	Tingkat partisipasi angkatan kerja
	Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPK) di Provinsi Maluku dari 62,82 pada tahun 2008 menjadi 69,47% pada tahun 2011 kemudian pada tahun 2012 menurun menjadi 63,71%
	Tingkat pendidikan tenaga kerja relatif masih rendah
	Pembangunan balai latihan yang bertaraf internasional

	14.4.
	Pencari kerja yang ditempatkan
	Pada tahun 2008 pencari kerja yang ditempatkan sebesar 45.49% dan pada tahun 2012 menurun menjadi 4.16%.
	Ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dan kebutuhan pasar kerja yang tersedia
	Pembangunan sekolah kejuruan yang berbasis kebutuhan pasar kerja


	14.5.
	Tingkat pengangguran terbuka
	Pengangguran terbuka  pada tahun 2008 sebesar 10.67% dan pada tahun 2012 menurun menjadi 7.51%.
	· Jumlah pertumbuhan angkatan kerja tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia.
· Informasi pasar kerja masih terbatas.
	· Perlu komitmen untuk membuat program perencanaan tentang target penempatan tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja baru.
· Pengembanagan sistem informasi pasar kerja melalui online sistem

	14.6.
	Keselamatan dan perlindungan
	Persentase perusahaan yang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dari tahun 2008 - 2012 belum terdata 
	Terbatasnya jamsostek bagi tenaga kerja
	Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang menerima jamsostek.

	14.7.
	Perselisihan buru dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
	Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha tahun 2008 sebesar 37.50% meningkat 76.32% pada tahun 2012
	Tidak adanya kesepahaman antara pihak buruh dan pengusaha
	Meningkatkan peran lembaga penyelesaian perselisihan

	15.
	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	
	
	

	15.1.
	Persentase koperasi aktif
	Dalam 5 tahun terakhir persentase koperasi aktif sebesar 70%.
	Kurangnya pendampingan terhadap pengembangan koperasi

	· Pelibatan aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan Koperasi diwilayahnya
· Dibutuhkan regulasi sektor ekonomi yang berpihak pada Koperasi
· Penguatan kapasitas dalam pembinaan koperasi

	15.2.
	Persentase koperasi besar
	Sampai tahun 2012 terdapat 4 unit koperasi besar di Maluku
	Terbatasnya bidang usaha dan SDM koperasi
	· Peningkatan kapasitas SDM dibidang koperasi
· Penguatan permodalan dan jenis usaha koperasi

	15.3.
	Persentase jumlah usaha kecil menjadi menengah
	Sampai tahun 2012 terdapat 22.513 usaha kecil menengah
	· Wawasan kewirausahaan masih rendah
· Kemampuan produksi akses pasar UMKM terbatas
· Terbatasnya akses permodalan UMKM
	· Peningkatan kapasitas wawasan kewirausahaan 
· Perluasan akses produksi dan pasar
· Sosialisasi akses permodalan UMKM

	15.4.
	Persentase jumlah usaha menengah menjadi usaha besar 
	Sampai tahun 2012 aktivitas usaha kecil mikro menengah belum mengarah pada usaha besar. 
	· Terbatasnya pasar terhadap hasil produksi UMKM
· Terbatasnya akses permodalan
	· Upaya membuka akses pasar terhadap hasil produksi UMKM
· Penguatan akses permodalan UMKM

	16.
	Penanaman Modal
	
	
	

	16.1.
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
	Pada tahun 2012 investasi yang dihimpun oleh PMDN/PMA sebanyak 9 proyek PMA dan 1 proyek PMDN
	· Infrastruktur wilayah belum memadai (Transportasi dan energi)
· Promosi potensi masih terbatas
	· Percepatan pembangunan trans Maluku dan implementasi MP3EI
· Peta potensi investasi dan blueprint investasi

	16.2.
	Jumlah nilai investasi  berskala nasional (PMDN/PMA)
	Rp 1,47 Triliun
	Iklim Investasi yang kurang mendukung

	Perda Tentang Penanaman modal, RUPM, insentif dan kemudahan

	16.3.
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
	Pada tahun 2012 rasio daya serap tenaga kerja sebanyak 70.78
	Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pencari kerja
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia


	16.4.
	Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN       (Miliaran Rupiah)
	Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN       dengan capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar 131%
	Implementasi perijinan investasi belum optimal
	Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)


	17.
	Kebudayaan 
	
	
	

	17.1.
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya
	Setiap tahun dilaksanakan 10  kegiatan festival seni dan budaya
	Belum teragendakan festival seni dan budaya di 11 Kabupaten/Kota
	Perlu inventarisasi even seni dan budaya di daerah yang belum teragendakan

	17.2.
	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
	Sampai tahun 2012 terdapat sarana penyelenggara seni dan budaya sebanyak 10 gedung
	· Terbatasnya fasilitas penunjang bagi gedung pertunjukan 
· Biaya sewa jasa/peralatan  pendukungan seni pertunjukan mahal
· Penganggaran yang masih terbatas untuk pengembangan /pemeliharaan sarana penunjang 
	· Tersedianya sarana gedung pertunjukan seni  di provinsi Maluku, gedung teater , gedung sanggar tari dan pameran serta gedung musik dan teater terbuka.  

	17.3.
	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
	Benda, situs dan kawasan cagar budaya sampai tahun 2012 sebanyak 100 
	· Rendahnya Pengetahuan Masyarakat terhadap UU cagar budaya
· Situs sejarah dan purbakala banyak mengalami kerusakan dan perlu dilakukan pemeliharaan
	· Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara benda situs dan kawasan cagar budaya
· Terjaga dan terpeliharanya benda,  situs dan kawasan cagar budaya

	18.
	Kepemudaan dan Olah Raga
	
	
	

	18.1.
	Jumlah organisasi pemuda
	Pada tahun 2012 jumlah organisasi pemuda mencapai 235
	· Belum terpolanya pemberdayaan pemuda
· Belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan
· Belum terakreditasi organisasi kepemudaan
	· Memfasilitasi secara terbatas baik teknis,manajemen, maupun dana dalam rangka mendinamisasi dunia kepemudaan
· Menfasilitasi akreditasi organisasi kepemudaan

	18.2.
	Jumlah Klub Olahraga
	Terus mengalami peningkatan di tahun 2012 jumlah organisasi menjadi 60 klub olahraga
	· Belum terpolanya permasalahan dan pembibitan olahraga
· Belum terakreditasi organisasi keolahragaan
	· Adanya program pemberdayaan pemuda pada SKPD tertentu dan kebijakan pemerintah dalam peningkatan prestasi olah raga
· Menfasilitasi akreditasi organisasi keolahragaan

	18.3.
	Jumlah Kegiatan Kepemudaaan 
	Meningkatkan kegiatan kepemudaan setiap tahun,pada tahun 2012 dilakukan 61 kegiatan kepemudaan.
	Belum optimalnya koordinasi antara organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda
	Perlu adanya dorongan serta dukungan untuk pengembangan generasi muda dalam meningkatkan produktifitas dan prestasi

	18.4.
	Jumlah Kegiatan olahraga
	Setiap tahun terdapat kegiatan olahraga,Tahun 2012 dilakukan 6 kegiatan olahraga.
	Terbatasnya kelengkapan peralatan olah raga dan belum optimalnya pemanfaatan saranadan prasarana keolaragaan.
	Perlu adanya fasilitasi saranadan prasarana yang memadai dan berkualitas

	18.5.
	Jumlah Lapangan Olahraga
	Lapangan Olahraga pada tahun 2012 sebanyak 128.

	Belum dimanfaatkan sarana dan prasarana olahraga secara optimal. 
	· Ketersediaan lahan
· Perlibatan pihak swasta
· perbanyak event kegiatan olahraga

	19.
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

	19.1
	Kegiatan Pembinaan Terhdap LSM, Ormas dan OKP
· Normalisasi  dan  Harmonisasi  Hubungan  Antara  Ormas,  OKP,  Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Pemuda  dan  Para  Latupati.
· Monitoring, Evaluasi Inventarisasi database organisasi kemasyarakatan, organisasi  kepemudaan, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya se - Kabupaten/ Kota se- Maluku.
	


· Terjalinnya Harmonisasi  Hubungan  Antara  Ormas,  OKP,  Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Pemuda  dan  Para  Latupati dengan total kegiatan pada tahun 2013 sebanyak 195 kegiatan

· Termonitornya  organisasi kemasyarakatan, organisasi  kepemudaan, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya se - Kabupaten/ Kota se- Maluku.
	· Kebebasan menyampaikan aspirasi dan pendapat tanpa memperhatikan norma dan etika yang berlaku.
· Kehadiran banyak Ormas dan OKP disisi lain di nilai belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan Daerah.
	
Adanya Koordinasi dan Kerjasama antar organisasi masyarakat, OKP, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Para Latupati dan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah konflik yang dihadapi.

	19.2
	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
· Penyuluhan tentang peran fungsi pemerintah daerah terhadap partai politik
· Peneliti Pemberkasan Persyaratan Administrasi pengajuan, penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol Tingkat Provinsi
· Penyelesaian  Berkas  Pergantian  Antar  Waktu  (PAW)  Anggota  DPRD  Provinsi, Kab./Kota.
· Koordinasi  dan   Penyusunan  Indeks  Demokrasi  Indonesia  (IDI).
· Monitoring  Pelaksanaan Pemilukada  pada  Kabupaten/ Kota  se  Maluku
	

· Terjalinnya hubungan kemitraan Pemerintah Daerah dengan Partai Politik
· Terwujudnya tertib administrasi pengajuan Bantuan keuangan Parpol yang Memperoleh Kursi di DPRD
· Terlaksananya Penelitian Verifikasi Pemberkasan Calon Angota PAW Provinsi dan Kab./ Kota.
· Tersedianya Laporan Indeks Demokrasi Provinsi Maluku.
· Tersedianya Data/ Hasil Pemilukada serta Laporan Permasalahan-permasalahan terkait situasi keamanan
	· Kehadiran banyak partai politik disisi lain di nilai belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan sehingga muncul pergeseran sikap yang bisa mempengaruhi proses demokrasi yang berlangsung.
· Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam berdemokrasi.
· Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
	· Menjalin Komunikasi Daerah dan dan Kerjasama Pemerintah Partai Politik.
· Makin terbukanya komunikasi antara infra dan supra struktur politik

	19.3
	Penanganan Gangguan   Keamanan  Dalam  Negeri
· Kerjasama dengan aparat keamanan dan koordinasi intelijen dalam teknik pencegahan kejahatan 
· Inventarisasi data, informasi dan dokumentasi penanganan konflik 
· Pembinaan masyarakat pada daerah konflik 
· Pemantauan Masalah Pengungsi Pasca Konflik di Daerah 
· Rencana aksi terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri
	6 kali kegiatan
	
	

	
	Program Pencegahan Dini dan  Penanggulangan  Korban Bencana Alam
	
	
	

	
	Kegiatan  Pencegahan Dini
	Adanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 
	Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan dini dan penanggulangan bencana
	Program sosialisasi pengetahuan kapasitas masyarakat terhadap keselamatan dan pencegahan dini terhadap bencana

	
	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Posko Potensi Bencana Alam
	Telah dibentuk badan penanggulangan bencana di 11 Kabupaten/Kota
	· Peringatan dini penanggulangan bencana belum optimal
· Minimnya SDM aparatur maupun infrastruktur penunjang di SKPD badan pengelola bencana Kabupaten/Kota
	· Optimalisasi teknologi informasi peringatan dini
·  Tingkatkan keberadaan SDM aparatur dan  infrastruktur penunjang
· sosialisasi berbagai jenis bencana ke Kabupaten/Kota

	
	Fasilitasi Pemerhati Bencana dalam Pengurangan Resiko Bencana
	Dibentuk Lembaga Peduli Bencana sampai ditingkat masyarakat

	Belum terbentuknya forum lembaga peduli bencana di 11 Kabupaten/Kota. 

	Adanya SKPD pengelola bencana di 11 Kabupaten/Kota.

	
	Sosialisasi Sirine Peringatan Dini Tsunami dan Pengurangan Resiko Bencana
	Masyarakat wilayah pesisir memahami tentang tanda-tanda datangnya bencana tsunami dan bencana lainnya.
	Rendahnya pemahaman  masyarakat terhadap tanda-tanda bencana alam

	Sosialisasi tanda-tanda datangnya berbagai jenis bencana alam.

	
	Sosialisasi Masyarakat Tanggap Bencana dalam Penanggulangan Bencana di Kab/Kota
	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk tanggap bencana di 11 Kbupaten/Kota
	Minimnya pemahaman masyarakat tentang ancaman bencana

	Perlu peningkatan kapasitas masyarakat untuk tanggap bencana secara terus menerus dan terprogram


	20.
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian 

	20.1
	Rasio Jumlah Polisi Pamong praja per 10.000 penduduk
	1 Orang Anggota  Pol PP/10.000 Penduduk
	· Anggota Satpol PP 80% Tenaga Harian Lepas
· Tidak ada Formasi Khusus untuk Penerimaan Pegawai Satpol PP
	· Prioritas status anggota satpol PP menjadi PNS

	20.2
	Rasio Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk
	25 Anggota LINMAS/10.000 Penduduk
	Keterbatasan anggaran untuk pembiayaan  linmas 
	Adanya program perlindungan masyarakat

	20.3
	Rasio Pos Siskamling Per jumlah desa/kelurahan
	Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan pada tahun 2013 sebanyak 3.08
	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membangun pos sistem keamanan lingkungan 
	Dukungan pemerintah terhadap pembangunan terhadap pos sistem keamanan lingkungan

	20.4
	Pertumbuhan Ekonomi
	Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2012 mencapai 7,81% mengalami penurunan 5,14% pada Tahun 2013
	Belum meratanya pertumbuhan ekonomi
antar wilayah di Kabupaten/Kota
	· Pembangunan dan peningkatan Infrastruktur menjadi lebih baik
· Menjaga dan menciptakan Keamanan yang kondusif
· menciptakan Iklim investasi yang semakin baik

	20.5
	Kemiskinan
	Angak kemiskinan mengalami penurunan hingga 20.76% pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 mencapai 19,27%
	Sebaran penduduk miskin pada pulau-pulau terisolasi dan wilayah Kabupaten/Kota yang belum terjangkau akses transportasi terpencil
	· pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat
· perbaikan perumahan masyarakat
· penguatan kapasitas masyarakat untuk penguatan ekonomi

	20.6
	Penegakan Perda
	Penegakan perda yang telah ditetapkan dan disosialisasikan
	· Tenaga PPNS yang sudah Mengikuti Pendidikan Belum SKEP/KTA
· Jumlah PPNS yang Belum Memadai serta Tersebar diberbagai Instansi yang Belum Terdata
· Lemahnya Koordinasi PPNS dalam Penegakkan PERDA maupun antara PPNS Penegak PERDA dengan PPNS Penegak Perundang-Undangan
· Belum Tersedianya Sarana dan Prasarana PPNS yang Mendukung Keberadaan PPNS termasuk Alokasi Anggaran Operasional PPNS
	· Pembentukan Sekber PPNS pada Satpol PP
· Keseriusan Pemerintah Daerah terhadap PPNS
· Penyelesaian/Penanganan Terhadap Masalah-Masalah yang telah ditemukan
· Meningkatkan Koordinasi PPNS

	20.7
	Cakupan Patroli Petugas Satpol  PP
	Keterbatasan satpol PP lingkup pemda Maluku menyebabkan patroli dilakukan sebulan  tiga (3) kali ditamba patroli gabungan bersama Polri dan Abri
	· Tidak tersedia Data Base/Pendataan Daerah Rawan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
· Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas
· Keterbatasan Sarana dan Prasarana Operasional (Kendaraan Patroli Roda 2 maupun Roda 4 dan Kapal Patroli
	· Koordinasi dengan Instansi terkait
· Partisipasi Masyarakat
· Perencanaan Program yang Komprehensif

	20.8
	Biro Organisasi
	
	
	

	
	Persentase Penataan dan Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
	Penataan dan evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah telah mencapai 80 %
	Sebagian organisasi perangkat daerah belum tepat fungsi dan tetap ukuran 
	Mendorong penataan organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota harus dibentuk sesuai fungsi dan ukuran yang tepat

	
	Persentase penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
	Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru mencapai 60%
	Belum adanya penyeragaman pemahaman dalam penyusunan SOP
	· Peningkatan pengetahuan tentang SOP
· Penyusunan SOP sesuai dengan ketentuan

	
	Persentase penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah mencapai 80%
	Belum adanya penyeragaman pemahaman dalam penyusunan rencana capaian SPM
	· Peningkatan pengetahuan tentang SPM
· Penyusunan Rencana Capaian SPM sesuai dengan ketentuan

	
	Persentase penerapan IKM
	Penerapan IKM mencapai 60%
	Belum adanya pengukuran IKM pada unit pelayanan
	Peningkatan pengetahuan tentang IKM

	
	Peningkatan  penerapan  
E-Government (Naskah Dinas Elektronik)
	Persiapan penerapan E-Government (Naskah Dinas Elektronik) pada setiap SKPD 
	Belum adanya pemahaman pemanfaatan                   
E-Government
	Peningkatan pengetahuan tentang E-Government

	
	Persentase penerapan peraturan perundang-undangan di Bidang Analisis Jabatan
	penerapan peraturan perundang-undangan di Bidang Analisis Jabatan  mencapai 80%
	Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Bidang Anjab belum optimal
	· Menyiapkan peraturan perundang-undangan di Bidang Anjab
· Memberikan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di Bidang Anjab

	
	Persentase penerapan Road Map Reformasi Birokrasi
	penerapan Road Map Reformasi Birokrasi mencapai  80%
	Belum maksimalnya penerapan Reformasi Birokrasi
	Pemahaman penerapan Road Map RB

	
	Persentase LAKIP dan PK yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	LAKIP dan PK yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mencapai 100 %
	· LAKIP dan PK SKPD belum menggambarkan kinerja organisasi
· Kinerja SKPD belum sejalan dengan perencanaan
	· Pemahamanpenyusunan LAKIP dan PK

	
	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik
	peningkatan kualitas pelayanan publik mencapai 100 %
	· Pelayanan publik kurang optimal
· Pemahaman SKPD terhadap ketentuan pelayanan publik belum optimal
	· Peningkatan pemahaman terhadap ketentuan pelayanan publik

	
	Persentase penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
	penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) mencapai 80 %
	Belum adanya penyeragaman pemahaman dalam penyusunan SOP
	· Peningkatan pengetahuan tentang SOP
· Penyusunan SOP sesuai dengan ketentuan

	21.
	Ketahanan Pangan 
	
	
	

	21.1
	Regulasi Ketahanan Pangan 
	1 dokumen regulasi ketahanan pangan pada tahun 2010
	· Regulasi Ketahanan Pangan masih kurang
· Sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Keamanan Pangan belum Optimal
	Koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan regulasi Ketahanan Pangan secara Optimal

	21.2
	Ketersediaan Pangan Utama
	Ketersediaan Pangan utama (beras) tersedia sepanjang tahun minimal 2 kali kebutuhan pangan penduduk 
	· Laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan pertambahan penduduk lebih besar dari 1%.
· Belum adanya cadangan pangan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam.
	· Diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras dan terigu.
· Meningkatkan Produksi utama (beras)

	22.
	Pemberdayaan Masyarakat Desa
	
	
	

	22.1.
	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
	Terjadi peningkatan jumlah kelompok binaan PKK  sebesar  20,76 % dari 106 kelompok  binaan pada tahun  2008  menjadi 127 kelompok  binaan di tahun 2012.

	· Data kelompok-kelompok binaan  Tim Penggerak  PKK di Desa sangat terbatas.
· Keterjangkauan wilayah yang sangat sulit menyebabkan  biaya  pembinaan  dari kabupaten-kota  membutuhan biaya yang tinggi
	· Perlu difasilitasi kab/kota dalam penyiapan  dan pengelolaan data dan informasi  PKK di desa dan kelurahan
· Kab/kota perlu memfasilitasi Tim penggerak PKK dalam melakukan pembinaan  Kelompok-kelompok binaan PKK di Desa dan kelurahan

	22.2
	PKK Aktif 
	Jumlah Tim Penggerak PKK yang aktif di Provinsi Maluku sebanyak 2.487 Kelompok,  sedangkan jumlah desa/kelurahan di Provinsi Maluku adalah 1.169 desa/kelurahan  dan jika setiap desa terdapat 3 (tiga) tim penggerak PKK maka, maka presentase Tim Penggerak PKK yang aktif adalah 70,92 %, sehingga masih terdapat  29,08 % yang harus di capai  sampai dengan tahun 2019.
	· Kurangnya fasilitasi pemerintah Kab/kota  terhadap pembinaan PKK di Desa dan Kelurahan.
· Terbatasnya alokasi anggaran dari APBD Kab/Kota dalam membiayai kegiatan pembinaan PKK Desa dan Kelurahan
	· Memfasilitasi Kabupaten Kota dalam melakukan pembinaan Tim Penggerak PKK di Tingkat Desa dan Kelurahan.
· Memfasilitasi Kabupaten dan Kota dalam penyiapan anggaran untuk pembinaan  tim Penggerak PKK di Desa dan kelurahan

	22.3
	Posyandu aktif
	Posyandu yang masih aktif pada tahun 2012 sebanyak 456 atau 20.94%
	· Kurangnya  tersedianya data  posyandu pada desa dan kelurahan di 11 kab/kota.
·  Minimnya dukungan anggaran  dalam operasional posyandu di desa dan kelurahan
	· Memfasilitasi Kabupaten Kota dalam melakukan pembinaan Tim Posyandu di Tingkat Desa dan Kelurahan.
· Memfasilitasi Kabupaten dan Kota dalam penyiapan anggaran untuk pembinaan  Posyandu di Desa dan kelurahan

	22.4
	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan Masyarakat
	Terjadi peningkatan nilai Swadaya masyarakat sebesar 17,66 % dari tahun 2008 sebesar Rp. 4.880.559.415 menjadi             Rp 5.742.685.130 di tahun 2012. Total Nilai Swadaya tertinggi  adalah pada kabupaten MTB sebesar Rp. 6.927.884.170 dan Kabaupaten Maluku Tenggara  sebesar  Rp. 4.076.365.525
	Masih rendahnya nilai swadaya masyarakat dalam proses pembangunan di perdesaan
	Memfasilitasi Pemerintah kabupaten mendorong masyarakat desa dan kelurahan guna meningkatkan swaadaya  masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa/kelurahan 

	23.
	Kearsipan
	
	
	

	23.1
	Pengolaan Arsip secara baku
	Provinsi Maluku telah memiliki SKPD yang mengelola arsip 
	Rendahnya pemahaman dalam pengelolaan arsip di SKPD

	Penerapan regulasi Bidang Kearsipan

	23.2
	Peningkatan SDM pengolaan Kearsipan
	Aparat SKPD pengelola arsip telah diikutkan diberbagai kursus kearsipan. 
	Kualitas tingkat pendidikan dan usia pegawai tidak memadai

	Adanya lembaga yang menangani kursus kearsipan

	23.3
	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku
Pengolaan Arsip secara baku
	Optimalisasi pengelolaan arsip PNS (Arsip Fisik)
	· Sarana dan Prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip masih kurang
· Rendahnya kesadaran dan pemahaman PNS akan pentingnya arsip kepegawaian untuk pengelolaan administrasi kepegawaian 
· Belum terciptanya sinergitas pengelolaan kearsipan ditingkat SKPD
	· Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pengelolaan kearsipan yang berkualitas
· Peningkatan dan pemahaman Aparatur akan pentingnya pengelolaan arsip
· Pengelolaan kearsipan ditingkat SKPD


	24.
	Komunikasi dan Infokom
	
	
	

	24.1
	Jumlah Jaringan Komunikasi
	Sebanyak 32 Jaringan komunikasi pada tahun 2012
	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi yang berkualitas
	Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi pada wilayah yang belum terjangkau pelayanan jaringan komunikasi

	24.2
	Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk
	Warnet mulai berkembang di 11 Kabupaten/Kota seiring majunya teknologi informasi
	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau fasilitas wartel/warnet yang berkualitas
	· Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi pada wilayah yang belum terjangkau pelayanan jaringan komunikasi;
· Peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan komunikasi

	24.3
	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal
	Terdapat 42 surat kabar harian, mingguan, dan bulanan
	Keberadaan surat kabar yang memberikan informasi up to date terutama terkait denganinformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terbatas
	· Peningkatan jumlah, kualitas dan kapasitas media cetak lokal yang ada di daerah
· Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam peningkatan kualitas dan kapasitas media cetak lokal

	24.4
	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal
	Meningkatkan jumlah penyiaran radio/TV local dari total jumlah penyiaran pada tahun 2012 sebanyak 46 penyiaran baik radio maupun TV lokal
	· Keberadaan stasiun televisi dan siaran radiolokal yang masih terbatas dan kemampuan jangkauan siarannya yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah
· Kurangnya tenaga komisioner yang memantau kontent penyiaran terutama penyiaran TV lokal
	· Peningkatan fasilitasi pemerintah dalam peningatan kualitas dan jangkauan penyiaran radio lokal
· Peningkatan peran masyarakat dalam memacu peningkatan jangakauan penyiaran radio/TV lokal.

	24.5
	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku
Jumlah Jaringan Komunikasi
	Pemanfaatan IT dalam pelayanan kepegawaian
	· Masih terbatasnya jumlah dan kualitas jaringan komunikasi
· SKPD  belum memiliki jaringan komunikasi secara on line
	· Penyediaan sarpras jaringan komunikasi secara on line antar SKPD
· Peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan komunikasi
· Peningkatan pemahaman aparatur pendukung terhadap pemanfaatan IT dalam pelayanan kepegawaian

	25.
	Perpustakaan 
	
	
	

	25.1
	Jumlah Perpustakaan 
	1.074 perpustakaan
	Tidak teralokasi dana untuk pengembangan perpustakaan

	Tingkat kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

	25.2
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
	Jumlah pengunjung perpustakaan meningkat setiap tahun 
	Fasilitas layanan yang ada tidak sebanding dengan pengguna jasa

	Perkembangan lembaga pendidikan di daerah

	25.3
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
	Koleksi buku yang tersedia  di perpustakaan daerah meningkat setiap tahun yang disesuaikan dengan berbagai topik baru dan perkembangan informasi
	Terbatasnya anggaran pengadaan bahan pustaka

	Adanya program pengedaan bahan baca untuk pemerintah dan masyarakat

	26.
	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur
	
	
	

	26.1
	Jenis jenis diklat :
	
	
	

	26.1.1
	Diklat Struktural/Penjenjangan
	Sampai tahun 2013 sebanyak 3.962 orang mengikuti diklat struktural/penjenjangan
	Keterbatasan anggaran diklat, terbatasnya Sarana Prasarana pada badan diklat Provinsi

	Ketersediaan Dana, Kebijakan Pemerintah Daerah, Peraturan Perundang-Undangan, Pembinaan Lembaga Diklat dari Instansi Pembina (LAN-RI dan Badan Diklat Kemedagri)

	26.1.2
	Diklat Teknis
	Dalam 5 tahun terakhir Terdapat 60 orang yang mengikuti diklat teknis 
	Keterbatasan Dana
	

	26.1.3
	Diklat Fungsional
	Dalam 5 tahun terakhir terdapa 408 orang mengikuti diklat pungsional
	Keterbatasan Dana
	

	26.1.4
	Diklat Substantif Manajemen Pemerintahan
	Dalam 5 tahun terakhir terdapat 75 orang mengikuti diklat Substantif Manajemen Pemerintahan
	Keterbatasan Dana
	

	II
	Fokus Layanan Urusan Pilihan
	
	
	

	1.
	Pertanian
	
	
	

	1.1
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
	Produktivitas padi pada Tahun 2008 mencapai  3.96 Ton/Ha mengalami peningkatan sebesar 4.13 Ton/Ha pada tahun 2012
	· Belum optimalnya  irigasi dan ketersediaan sarana produksi 
· Kekurangan Tenaga kerja 
· Status lahan petani
· Pengaruh musim
· Adanya Serangan OPT
	· Mekanisasi  pertanian
· Penguatan modal usaha dan pembiayaan
· Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi
· Pengendalian OPT

	1.2
	Kontribusi sektor pertanian/Perkebunan/
peternakan terhdap PDRB
	· Sektor pertanian pada Tahun 2008 mencapai  7,84 % menurun tahun 2012 sebesar 6,31 %,
· Perkebunan Tahun 2008 mencapai 7,27 % menurun tahun 2012 sebesar  5,82 %
· Peternakan dan hasil-hasilnya pada tahun 2008 mencapai 1,09 % menurun tahun 2012 sebesar 1,01 %
	· Adanya pertumbuhan sektor lain diantara 8 sektor yang menjadi sasaran pengukuran PDRB
· Laju peningkatan Produksi dan produktivitas Komoditas Perkebunan belum optimal
	· Meningkatkan  ketersediaan sarana produksi di lokasi
· Peningkatan transportasi dari sentra produksi
· Fasilitasi permodalan dan pembiayaanusaha tani
· Penyediaan sarana pengolahan yang memadai disektor Perkebunan
· Peningkatan mutu produk sesuai standar yang digunakan 

	1.3
	Kontribusi Sub sektor pertanian (tanaman Bahan makanan) terhadap PDRB
	Kontribusi Sub sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 6,31% pada tahun 2012
	Rendahnya infrastruktur pendukung sektor pertanian, rantai distribusi pupuk yang panjang, rendahnya SDM bidang pertanian. 
	Sektor pertanian sebagai sektor strategis yang harus didukung oleh sektor lain secara terintegrasi dan memiliki nilai penyerapan tenaga lebih banyak dari sektor lain

	1.4
	Kontribusi sektor perkebunan(Tanaman Keras) Terhadap PDRB
	Kontribusi Sub sektor perkebunan terhadap PDRB sebesar 5,82%  pada tahun 2012
	Ekspor sektor perkebunan dilakukan dengan tataniaga tradisional, belum ada produk turunan dari hasil perkebunan yang memberi nilai tambah untuk petani
	 Sektor perkebunan merupakan unggulan Provinsi Maluku 

	1.5
	Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB 
	Kontribusi kelompok petani terhadap PDRB di Provinsi Maluku didasarkan pada pendapatan perkapita penduduk
	Belum teridentifikasi pendapatan kelompok petani dan kontribusinya terhadap PDRB
	· PDRB perkapita sebagai indikator makro pendapatan menjadi perhatian pemerintah dalam setiap kebijakan pembangunan.
· Dorongan terhadap kemampuan kapasitas SDM petani 

	1.6
	Cakupan Bina Kelompok petani 
	Pembinaan kelompok petani dilakukan tersebar merata pada pusat-pusat produksi pertanian yang memiliki kelompok petani 
	Belum terindentifikasi secara keseluruhan kelompok-kelompok petani di 11 Kabupaten/Kota
	· Adanya Badan Koordinasi Penyuluhan yang memberikan penyuluh pada kelompok-kelompok petani.
· Adanya program bantuan pertanian kepada kelompok tani

	1.7
	Produksi Daging dari berbagai komoditas ternak
	Produksi daging pada tahun 2012 sebanyak 4.713.279 Ton 
	Belum meratanya tingkat konsumsi daging ke tingkat desa
	Konsumsi daging diupayakan merata sampai ketingkat desa

	2.
	Kehutanan
	
	
	

	2.1.
	Rehabilitasi  hutan dan lahan Kritis
	1.431.935,48 Ha
(kemampuan RHL/tahun)
	· Lokasi kegiatan tersebar sehingga memerlukan waktu dan biaya yang besar untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan RHL di Kabupaten/Kota
· Keterbatasan SDM (Tenaga teknis)di Kabupaten/Kota
	· Pengalokasian dana secara proporsional terkait pengawasan dan pengendalian sesuai lokasi yang tersebar serta penyesuaian Kegiatan sesuai kondisi cuaca/iklim
· Peningkatan kapasitas  SDM Kab/Kota yang dilakukan melalui pembinaan teknis,berupa pendidikan danpelatihan Aparatur

	2.2
	Kerusakan Kawasan Hutan
	908,8 Ha
(Kondisi 2012)
	· Bentang wilayah yang luas dan terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil dan terbuka,sangat rawan terhadap illegal Loging dan membutuhkan pendanaan yang besar
· Perambahan hutan untuk pembangunan kebunoleh masyarakat, perladangan berpindah,illegal loging dan tekanan penduduk di sekitar hutan  
	· Optimalisasi dan skala prioritas operasi Pengamanan Hutan Khusus di wilayah rawan disesuaikan dengan dana yang tersedia.
· Telah dikoordinasikan dan di sinkronkan penggunaan dana yang tersedia baik yang berada pada Provinsi maupun Kab/Kota serta UPT yang ada supaya dapat melaksanakan pengamanan hutan secara optimal
· Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat 

	2.3
	Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB
	Rp.168.516,99
(Kondisi 2012)
	Metodologi perhitungan hasil hutan non kayu dan jasa Lingkungan dalam regulasi belum tersedia 
	Peningkatan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengendalian penata usahaan hasil hutan

	3.
	Energi dan Sumber Daya Mineral
	
	
	

	3.1
	Pertambangan Tanpa Ijin
	Luas penambangan liar yang ditertibkan 241 Ha pada tahun 2012 sedangkan Luas area penambangan liar berkisar 221 Ha pada tahun 2012
	· Penambangan liar di Provinsi Maluku lokasinya tersebar di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil sehingga sulit ditertibkan.
· Aktivitas penambangan liar dilakukan secara sembunyi-sembunyi dalam skala kecil sehingga sulit ditemukan.
	· Sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang serta konsistensi pemanfaatan rencana tata ruang dan penegakan hukum
· Keterlibatan masyarakat dalam penertiban penambangan liar.

	3.2
	Kontribusi Sektor Pertembangan Terhadap PDRB
	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB meningkat setiap tahun, tahun 2008 kontribusi sebesar 0,74 % meningkat pada tahun 2012 menjadi 0,76 %
	Belum terpadunya kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang, data lokasi tambang rakyat belum teridentifikasi dengan baik.
	Sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang serta konsistensi pemanfaatan rencana tata ruang dan penegakan hukum.
Program identifikasi potensi tambang untuk investasi

	4.
	Pariwisata
	
	
	

	4.1
	Kunjungan wisata
	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari berbagai negara tercatat pada tahun 2012 sudah 5.389 kunjungan wisatawan
	· Belum optimalnya sarana dan prasarana daerah Tujuan Wisata (DTW)
· Masih banyak DTW baru yang belum terjangkau.
· Rendahnya promosi pariwisata Maluku.
	· Peningkatan sarana dan prasarana akses ke DTW
· Optimalisasi promosi DTW baru dan perbaikaninfrastruktur.
· sosialisasi DTW di Maluku.


	4.2
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
	Sektor pariwisata telah berkembang, kontribusinya terhadap PDRB masuk dalam kelompok jasa-jasa.
	· Belum optimalnya sarana dan prasarana daerah Tujuan Wisata (DTW)
· Masih banyak DTW baru yang belum terjangkau.
· Rendahnya promosi pariwisata Maluku.
	· Peningkatan sarana dan prasarana akses ke DTW
· Optimalisasi promosi DTW baru dan perbaikaninfrastruktur.
· sosialisasi DTW di Maluku.


	5.
	Kelautan dan Perikanan
	
	
	

	5.1
	Produksi Perikanan
	Jumlah Produksi Ikan 1,868,766 dengan target daerah 902,290, Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 1,391,286 dengan target daerah 329,314, Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 477,480 dengan target daerah 572,976
	Keterbatasan Pengetahuan dan Keahlian Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Pasca Panen terutama untuk skala kecil dalam meningkatkan produksi perikanan

	Perlu adanya Pelatihan–pelatihan maupun pembinaan bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah pasca panen 

	5.2
	Konsumsi Ikan
	Konsumsi Ikan  pada tahun 2012 mencapai 52,2%  dengan target daerah 53,4% hal ini menunjukan belum mencapai target daerah
	Kurang adanya sosialisasi maupun kegiatan tentang pentingnya konsumsi ikan
	· Gerakan Makan Ikan
· Pameran Produk Hasil Perikanan
· Penyediaan Produk  Olahan Hasil Perikanan

	5.3
	Cakupan bina kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah
	124,656 kelompok
	Belum meratanya pembinaan nelayan, pembudidaya dan pengolah di kabupaten/kota
	Perlu di tambahkan angaran pemberdayaan masyarakat baik untuk Program Perikanan Tangkap, Budidaya Perikanan Maupun Pengolahan dan Pemasaram Hasil Perikanan

	6.
	Perdagangan
	
	
	

	6.1
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
	Ekspor pada tahun 2012 mencapai 23,27% dengan nilai impor 39,17%
	· Ketergantungan suplai bahan kebutuhan pokok dan barang strategis dari luar Provinsi
· Minimnya bangunan pasar sebagai sarana perdagangan
· Minimnya sarana gudang yang menyebabkan kurangnya pasokan sehingga berdampak pada tingginya harga barang
	· Arus distribusi bahan kebutuhan pokok ke daerah-daerah lancar
· Ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok masyarakat terjamin
· Kondisi keamanan daerah yang aman dan kondusif
· Iklim investasi yang mendukung
· Revitalisasi pasar

	6.2
	Ekspor Bersih Perdagangan 
	Ekspor bersih Provinsi maluku pada tahun 2012 sebesar 226,83 US$
	· Struktur ekspor Maluku masih lemah karena bertumpu hanya pada beberapa komoditi perikanan
· Komoditi ekspor Maluku masih di dominasi oleh komoditi primer (belum diolah/raw material)
	· Masih terbukanya pasar ekspor yang sangat luas bagi produk-produk Maluku

	6.3
	Cakupan Bina Kelompok perdagangan/usaha informal
	Bina kelompok perdagangan Provinsi Maluku pada usaha informal dilakukan tersebar pada 11 kabupaten/kota.
	· rendahnya kapasitas SDM dalam rangka usaha informal
· Produk daerah belum dikenal secara nasional
· Penggunaan mesin/peralatan produksi belum standar
	· penguatan kapasitas SDM untuk usaha informal
· Adanya sarana publikasi dan promosi tingkat nasional
· Kebijakan restrukturisasi mesin/peralatan

	7.
	Perindustrian
	
	
	

	7.1
	Kontribusi Sektor Industri  terhadap PDRB
	4.68%
	· Minimnya ketrampilan aparatur dan pelaku usaha
· Sistem kelembagaan belum optimal
	Banyak instansi/lembaga yang menyalurkan bantuan

	7.2
	Pertumbuhan Industri
	2.87%
	· Minimnya sarana produksi
· Sarana dan infrastruktur belum memadai
	Potensi bahan baku cukup memadai

	8.
	Ketransmigrasian
	
	
	

	8.1
	Transmigran swakarsa  Mandiri (TSM)
	Lima tahun terakhir Provinsi Maluku belum melakukan aktivitas transmigrasi
	Terbatasnya lahan untuk lokasi transmigrasi.
	Sinergitas program antar tingkatan pemerintahan untuk kegiatan transmigrasi

	8.2
	Kontribusi Transmigran Terhadap PDRB
	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB masuk terhadap beberapa sektor terkait
	Belum terdata dengan baik kawasan transmigrasi di Maluku yang memberikan akses terhadap perekonomian wilayah.
	Terdapat SKPD transmigrasi yang melakukan koordinasi ketransmigrasian

	C. ASPEK DAYA SAING DAERAH

	I.
	Fokus KemampuanEkonomi Daerah
	
	
	

	1.
	Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administarsi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

	1.1
	Pengeluaran komsumsi rumah tangga per kapita 
	pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita belum teridentifikasi secara administrasi
	Upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat  

	1.2
	Pengeluaran konsumsi non pangan Perkapita
	pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari
	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita belum teridentifikasi secara administrasi
	Upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat  

	1.3
	Produktivitas total daerah
	
	
	

	2.
	Pertanian 
	
	
	

	2.1
	Nilai Tukar Petani
	Nilai tukar petani pada tahun 2012 adalah 105,70
	
	

	II.
	Fokus fasilitas Wilayah/Imfrastruktur
	
	
	

	1.
	Perhubungan 
	
	
	

	1.1
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2012 sebesar 268.551,28
	· Panjang jalan tidak sebanding dengan jumlah kenderaan terutama di Ibu Kota Provinsi
· Jalan yang telah dibangun berkelok-kelok sehingga mudah terja kecekalan dijalan raya
	· Keterlibatan Balai Jalan untuk pembangunan jalan di Maluku
· Terdapat kawasan strategis Nasional perbatasan, ekonomi dan perencana pembangunan trans Maluku

	1.2
	Jumlah orang/barang yang terangkut  angkutan umum
	Jumlah orang/barang yang terangkut  angkutan umum  pada tahun 2012 sebanyak 576,138
	· Mobilitas antar pulau menggunakan angkutan laut, alat keselamatannya terbatas
· Mobilitas penumpang menggunakan angkutan darat dalam pulau terbatas
	Rencana pembangunan trans Maluku untuk integrasi perencanaan pembangunan antar moda darat, laut dan udara serta angkutan penyeberangan

	1.3
	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun 
	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun pada tahun 2012 sebanyak 576,138
	· Terbatasnya angkutan barang
· Angkutan orang dan barang antar pulau disatukan
	Rencana pembangunan trans Maluku untuk integrasi perencanaan pembangunan antar moda darat, laut dan udara serta angkutan penyeberangan dan rencana pembangunan transportasi khusus muatan barang

	2.
	Penataan ruang 
	
	
	

	2.1
	Ketaatan terhadap RTRW 
	Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah diukur dari realisasi RTRW per rencana peruntukkan pada setiap kawasan yang direncanakan. Di Provinsi Maluku 11 Kabupaten/Kota telah memiliki Perda RTRW dari tahun 2011-2012.
	Belum selesainya disusun RDTR pada11 Kabupaten/Kota
	RDTR Kabupaten/Kota sementara disusun pada tahun 2014 dan akan diperdakan di Tahun 2015 untuk Kota Ambon, Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual

	2.2
	Luas wilayah produktif 
	Luas wilayah produktif  pada tahun 2012 sebesar 0,05 pada tahun 2012
	Belum teridentifikasi luar wilayah produktif 
di 11 Kabupaten/Kota
	Kabupaten/Kota telah menetapkan perda RTRW dan sementara menyusun RDTR

	2.3
	Luas wilayah industri
	Luas wilayah industri Tersebar pada kawasan perkotaan dimasing-masing ibu Kota Kabupaten dan Kota
	Belum teridentifikasi kawasan industri di Provinsi Maluku
	Kabupaten/Kota telah menetapkan perda RTRW dan sementara menyusun RDTR untuk beberapa kawasan yang dialokasikan sebagai kawasan industri

	2.4
	Luas wilayah kebanjiran 
	Luas wilayah kebanjiran tersebar di beberapa Kabupaten yang memiliki sungai besar
	Belum teridentifikasi luar wilayah kebanjiran
di 11 Kabupaten/Kota
	Kabupaten/Kota telah menetapkan perda RTRW dan sementara menyusun RDTR, pemerintah daerah telah menyusun peta mitigasi bencana

	2.5
	Luas wilayah perkotaan 
	Luas wilayah perkotaan  pada tahun 2012 sebesar 2.916.609,90 Ha
	Beberapa Kabupaten pemekaran belum membangun Ibu Kota permanen
	Kabupaten/Kota telah menetapkan perda RTRW dan sementara menyusun RDTR 

	3.
	Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administarsi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

	3.1
	Jenis dan jumlah bank dan cabang
	Jenis dan jumlah bank dan cabang  di Provinsi Maluku berjumlah 138 unit
	· Sebagian besar Bank berada di Ibu Kota Provinsi.
· sebaran Bank belum merata di 11 Kabupaten/Kota
	Adanya pemerataan pendirian kantor cabang Bank-bank utama di 11 Kabupaten/Kota

	3.2
	Jenis,kelas, dan jumlah restoran
	Jenis dan kelas restoran bervariasi dan umumnya berada di Ibukota Kabupaten dan pintu-pintu keluar pada setiap gugus pulau
	Terbatasnya SDM, pemahaman dan informasi bisnis restoran 
	penguatan kapasitas masyarakat untuk usaha, dan bisnis restoran

	3.3
	Jenis,kelas, dan jumlah penginapan/hotel
	Jenis,kelas, dan jumlah penginapan/hotel  pada tahun 2012 sebanyak 245 unit
	Penginapan dan hotel umumnya berada di Ibukota Kabupaten
	Dorongan pemerintah untuk pengembangan pariwisata dan pentingnya kebutuhan hotel untuk aktivitas wisata

	4.
	Lingkungan hidup
	
	
	

	4.1
	Persentase penanganan sampah
	Urusan penanganan sampah merupakan tugas SKPD pada 11 kabupaten/kota
	Terbatasnya SDM SKPD penanganan sampah di 
11 Kabupaten/Kota
	Penanganan sampah sudah didistribusikan ke Kabupaten Kota. 

	4.2
	Persentase penduduk berakses air minum
	Cakupan air bersih di Provinsi Maluku pada tahun 2012 dengan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih
mencapai 135.777 (77.09%) 
	Belum terpetakannya wilayah yang akan
dilayani oleh sistem penyediaan air minum
serta belum optimalnya pemanfaatan dan
pengelolaan air baku air minum
	Peningkatan cakupan pengguna air bersihkhususnya pada masyarakat perdesaan yang belumterjangkau oleh PDAM melalui penyediaan saranadan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minumserta perlindungan sumber air baku daripencemaran lingkungan

	4.3
	Pencemaran status mutu air
	Jumlah sungai yang dipantau dan ditetapkan status mutu air dan diinformasikan kepada publik sebanyak 4 sungai di kabupaten/kota di Maluku
	· Sarana sampling air tidak tersedia dan masih menggunakan laboratorium luar
· Kegiatan pemantauan kualitas air bersumber dari dana APBN (Dekonsentrasi) 
	Diusulkan ke Pemerintah Pusat dan Daerah agar Bapedal mendapat peralatan laboratorium, Anggaran Pemantauan Kualitas Air Sungai mestinya juga berasal dari APBD karena merupakan kegiatan yang berbasis SPM

	4.4
	Pencemaran status mutu udara ambient
	Jumlah Kota yang dipantau dan ditetapkan status mutu udara ambien dan diinformasikan kepada publik sebanyak 11 Kabupaten/ Kota di Maluku
	· Rendahnya pengetahuan SDM dalam penanganan pemantauan Kualitas Udara Ambien sehingga di perlukan Diklat
· Kegiatan Pemantauan  Kualitas Udara Ambien bersumber dari dana APBN (Dekonsentrasi)
	Anggaran Pemantauan Kualitas Udara Ambien mestinya juga berasal dari APBD karena merupakan kegiatan yang berbasis SPM

	4.5
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal
	Jumlah Komisi AMDAL yang dibina dan diawasi dalam pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan terdapat 3 yang di awasi 
	Belum terbentuk Komisi AMDAL secara keseluruhan di daerah
	· Anggaran yang memadai dalam rangka pembinaan
· Tersedianya SDM dan Kelembagaan yang memenuhi syarat terbentuknya Komisi

	4.6
	Penegakan hukum lingkungan
	Jumlah kasus lingkungan di kabupaten/kota yang diidentifikasi, diverifikasi dan ditangani sebanyak 1 kasus
	· Belum ada tenaga Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
· Kurangnya tenaga PPNS bidang lingkungan hidup
· Rendahnya pengetahuan SDM dalam penanganan kasus lingkungan
	Dibutuhkan anggaran yang memadai karena penegakan hukum lingkungan melibatkan aparat terkait 

	5.
	Komunikasi dan Informasi
	
	
	

	5.1
	Jumlah Jaringan Komunikasi
	Jumlah Jaringan Komunikasi  pada tahun 2012 sebanyak 32 unit
	Minimnya ketersediaan jaringan komunikasi yang berkualitas
	· Perlu adanya percepatan pembangunan piber optik untuk mengatasi masalah telekomunikasi.
· Perlu adanya dukungan dari pemerintah menyewa satelit untuk mengatasi kesenjangan digital yang ada di provinsi Maluku.

	5.2
	Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk
	Tersebar di 11 Kab/Kota
	Penggunaan warung telekomunikasi (wartel) telah beralih ke penggunaan telepon seluler dan telah dialihfungsikan dari wartel menjadi warnet.
	Pembangunan jaringan telekomunikasi merata di 12  gugus pulau

	5.3
	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal
	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal  pada tahun 2012 sebanyak 42
	UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers.
Kemerdekaan Pers dijamin UU.
Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan dan pelanggaran penyiaran hal tersebut sering menyebabkan pemberitaan yang tidak proporsional dan profesional.
	· Meningkatkan kerjasama sebagai mitra antara Pemda dan Pers.
· Pemda memfasilitasi dan mendanai kegiatan-kegiatan/sosialisasi untuk meningkatkan profesionalisme jurnalistik.

	5.3
	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal
	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal  sebanyak 46 stasiun
	· Terbatasnya SDM penyiaran radio dan televisi
· Mahalnya biaya untuk penyiaran radio dan TV
	· Perlu adanya pelimpahan kewenangan Pemda sesuai UU No. 32 tentang Otonomi Daerah dalam hal perjanjian penyiaran.
· Koordinasi dengan KPID perlu ditingkatkan.

	II.
	Fokus Iklim Berinvestasi 
	
	
	

	1.
	Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administarsi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawain dan Persandian

	1.1.
	Angka kriminalitas 
	Angka kriminalitas  yang dilaporkan adalah sebanyak 1.152 kasus
	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kriminalitas ke pihak yang berwajib
	Perlunya sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan jalur hukum kepada kasus kriminalitas yang terjadi

	1.2.
	Jumlah demo
	Kegiatan demo dilakukan di 11 Kabupaten/Kota
	Terbatasnya informasi ruang publik untuk penyaluran aspirasi masyarakat
	Adanya kerjasama lintas instansi dan tingkatan pemerintahan dalam menyelesaikan berbagai permasyalahan di masyarakat

	1.3.
	Jumlah, macam pajak dan retribusi daerah
	Jumlah, macam pajak dan retribusi daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan ketentuan yang berlaku
	· Belum menggali secara totalitas potensi pajak dan retribusi daerah untuk peningkatan PAD.
· Terbatasnya SDM dibidang perpajakan
	Kebijakan peningkatan PAD melalui pajak dan retribusi daerah

	1.4.
	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
	Beberapa perda telah ditetapkan untuk mendukung iklim investasi seperti Perda Nomor 16 tahun 2013 tentang RTRW, Perda PTSP.
	· Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum berjalan dengan baik
· Terbatasnya perda tentang iklim investasi
	· Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal
· Perluh adanya kerjasama dengan pihak legislatif untuk menerbitkan berbagai regulasi tentang investasi di Maluku

	1.5.
	Persentasi desa berstatus Swasemba terhadap total desa  
	Desa di Maluku umumnya desa adat yang memiliki wilayah petuanan sebagai basis aktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan sehingga rata-rata desa di Maluku bersatus swasemba 
	· Belum tertibnya administrasi pemerintahan desa
· Desa-desa di Maluku masyarakatnya banyak yang migrasi ke Kota
	Adanya undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2013 

	III.
	Fokus Sumber Daya Manusia 
	
	
	

	1.
	Ketenagakerjaan 
	
	
	

	1.1
	Rasio Lulusan S1/S2/S3
	Jumlah Lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Maluku tersebar pada berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah. 
	Belum terdatanya jumlah lulusan S1/S2/S3 pada berbagai universitas di Provinsi Maluku maupun diluar Provinsi Maluku
	Penyusunan data base ketenagakerjaan sesuai kelulusan

	1.2
	Rasio Ketergantungan Menggunakan Listrik
	Rasio ketergantungan menggunakan listrik pada tahun 2012 sebesar 64.46%
	Sumber pembangkit listrik masih menggunakan tenaga disel belum memanfaatkan energi potensial baru terbarukan
	Program pembangkit listrik alternatif dari energi baru terbarukan

	1.3
	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Peningkatan SDM  Aparatur 
	Tersedianya SDM Aparatur yang memiliki Integritas dan Kompetensi yang diharapkan
	· Kompetensi sebagian pegawai  belum sesuai dengan kebutuhan riil organisasi 
· Pengalokasian pegawai pada SKPD tidak merata 
· Penempatan PNS dalam jabatan struktural belum  sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 
· Belum tersedianya dokumen sistem pola karier PNS 
· Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian secara terintegrasi antar SKPD dan Pemerintah Kab/Kota
	· Perekrutan calon PNS harus memperhatikan kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap organisasi dan menggunakan sistem yang diberlakukan oleh Instansi Pusat
· Pendistribusian PNS harus memperhatikan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)
· Penyediaan data base guna penyusunan dokumen sistem pola karier secara terintegrasi
· Penyedian data kebutuhan pendidikan formasl pada setiap SKPD

	1.4
	Pelayanan Publik
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan pengembangan  e-goverment  dalam peayanan publik bidang kepegawaian
	· Belum tersedianya SOP dalam pelayanan administrasi kepegawaian
· Belum dilakukan survey kepuasan pelayanan publik (Bidang Kepegawaian)
	· Pelayanan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
· Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian secara online dengan menggunakan IT
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5.2 Isu Strategis
Isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah merupakan gambaran kondisi riil yang perlu menjadi perhatian dan merupakan isu untuk dapat diantisipasi dalam setiap perencanaan pembangunan kedepan. Hal ini karena isu strategis memuat kondisi faktual yang mendasar kemudian penting untuk masyarakat dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan dan signifikan bagi daerah sesuai tujuan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Maluku di masa yang akan datang. 
Isu Strategis pembangunan daerah Provinsi Maluku dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat dirumuskan dari melakukan analisis terhadap fakta–fakta pembangunan yang dicapai, permasalahan pembangunan yang dialami untuk semua sektor pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai gambaran pada bab sebelumnya dengan isu-isu eksternal secara global.
5.2.1. Isu Global

Penyelenggaraan pembangunan daerah dipengaruhi oleh faktor yang bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya maupun faktor internal yang berasal dari dalam. Kondisi eksternal umumnya berlaku secara nasional maupun internasional berdampak langsung dan berdimensi waktu yang panjang. Beberapa kondisi eksternal atau isu global yang dipandang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan daerah diantaranya adalah:
Perubahan Iklim dan Bencana Alam, paradigma masa lalu menyebutkan bahwa masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam seperti iklim yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembaban, tekanan udara dan lain lain. Belakangan mulai disadari bahwa aktifitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Misalnya eksploitasi sumber daya perikanan secara berlebihan dapat mempengaruhi ekosistem perairan yang berdampak bagi kerusakan lingkungan.
Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia. Di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dimana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam secara langsung. Bahkan ada kecenderungan besar di mana upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan.
Terorisme global, Aksi-aksi kekerasan terorisme internasional di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia akan menjadi ancaman dan tantangan terbesar bagi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa mendatang. Di tingkat bilateral Indonesia terus dituntut untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai negara seperti Australia, AS, Jepang dan negara-negara tetangga Asia Tenggara lainnya untuk meningkatkan kemampuan aparatur negara dalam memerangi terorisme internasional.
Masalah kejahatan yang berbentuk kejahatan trans nasional seperti penyelundupan, perdagangan narkotika, penyelundupan manusia merupakan ancaman serius bagi negara seperti Indonesia yang memiliki posisi geografis yang strategis bagi jenis-jenis kejahatan lintas batas tersebut. Karena itu, sebagai negara asal maupun transit bagi operasi tindak kejahatan trans nasional, Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan upaya-upaya dalam menekan kejahatan lintas batas tersebut melalui suatu format kerjasama dengan negara-negara tetangga secara komprehensif.
Hal yang sama juga berlaku di tingkat regional, misalnya ASEAN di mana Indonesia perlu mendorong berlanjutnya kerjasama kongkrit antar negara dalam pemberantasan terorisme internasional. Masalah terorisme tidak dapat dipisahkan dari isu radikalisme dan kemiskinan. Karena itu, penanganan isu terorisme mesti menyentuh isu-isu kesejahteraan, penciptaan kehidupan yang lebih baik dan penyelenggaraan dialog antar agama yang konstruktif. Dalam masalah kecenderungan penggunaan kekerasan dan ancaman terorisme internasional, masyarakat internasional memang memerlukan solidaritas sikap dalam memerangi tindakan yang tidak manusiawi tersebut. Namun demikian, pada saat bersamaan masyarakat dunia juga dituntut untuk menekuni kemungkinan akar permasalahan sesungguhnya yang menjadi pemicu utama menguatnya aksi-aksi kekerasan internasional dewasa ini.
Perdagangan Bebas, Globalisasi telah merambah hampir disemua ranah kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan dan lain-lain. Walaupun istilah globalisasi telah menjadi suatu kosakata yang umum, tetapi suka atau tidak suka, masyarakat diseluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat global, transparan, tanpa batas, saling mengait (linkage) dan saling ketergantungan (interdependence). Skenario liberalisasi melalui perjanjian perdagangan bebas memberikan dampak keseluruh pelosok negeri. Contoh globalisasi yang nyata dirasakan saat ini seperti masuknya barang-barang impor dari China dan negara-negara ASEAN lainnya akan menyerbu sampai ke desa-desa. Indonesia sekarang ini berada didalam kondisi yang sangat terbuka dan sangat bersaing.
Pemberlakuan Perdagangan Bebas memberi banyak dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dunia yang tanpa batas, keluar masuk barang yang intens serta interaksi dengan dunia luar disatu sisi memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal. Namun disisi yang lain, pemberlakuan ini dapat menambah penderitaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Hilangnya subsidi dan peranan dari negara dalam bidang ekonomi berdampak multiplier effect pada kemiskinan yang meningkat dan akan mengarah pada tingginya angka kriminal. Hal ini mengakibatkan pemerintah harus bekerja keras melakukan perbaikan ekonomi dan sekaligus melakukan reformasi terhadap masalah-masalah sosial.
Demokrasi dan HAM, kesadaran akan pentingnya eksistensi manusia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan dan informasi. Peningkatan peran di masyarakat seperti demokratisasi akan terus berlangsung dan tidak akan mungkin dapat dicegah kemajuannya. Pemerintahan otoriter di dunia diperkirakan akan runtuh, digantikan oleh gelombang demokrasi yang sedang melanda negara-negara dan efek domino yang ditimbulkannya menjadi permasalahan yang bermuara pada persoalan kemanusiaan. Negara-negara demokrasi maju juga sedang mengalami dinamika-dinamika demokrasi yang berkaitan dengan peran negara dan masyarakat sipil.
Trafficking, Kasus tindak pidana perdagangan orang saat ini terus terjadi. Tindak kejahatan terhadap kemanusiaan ini terjadi sejak di daerah atau negara asal, daerah transit hingga ke daerah atau negara tujuan. Keterbatasan ekonomi, minimnya tingkat pendidikan sering kali menjadi dasar alasan kelompok ini terjerat dalam human trafficking. Beragam cara dipakai pelaku untuk menarik dan mengontrol korban diantaranya janji pekerjaan bergaji tinggi hingga ancaman kekerasan. Hal tersebut banyak terjadi karena adanya masalah ketidakseimbangan hubungan negara-negara maju dengan negara-negara berkembang khususnya dalam konteks hubungan perdagangan dan ekonomi. 
Millennium Development Goals (MDGs), Millennium Development Goals (MDGs) adalah delapan tujuan pembangunan sebagai respon atas permasalahan global, yang akan dicapai pada tahun 2015. MDGs hasil kesepakatan pada deklarasi millennium yang diadopsi 189 negara dan ditandatangani 147 kepala Negara saat UN Millenium Summit, September 2000. Delapan tujuan MDGs antara lain: memberantas kemiskinan dan kelaparan; mewujudkan pendidikan dasar yang merata dan universal; memajukan kesetaraan gender; mengurangi tingkat mortalitas anak; memperbaiki kualitas kesehatan ibu hamil; mengurangi HIV-AIDS, malaria, dan penyakit lain; menjamin kelestarian lingkungan; dan menjalin kerja sama global bagi kesejahteraan.
Indonesia bertekad dapat mencapai MDGs pada tahun 2015 sebagai komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Karena itu, MDGs merupakan acuan penting dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dengan akan berakhirnya implementasi MDGs pada Tahun 2015, maka berdasarkan kesepakatan global telah disiapkan konsep Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai tindak lanjut dari MDGs.
Isu pembangunan global paska 2015 dalam KTT Rio 20 Tahun 2012 menghasilkan Sustainable Development Goals (SDGs) dan agenda pasca 2015 dengan tiga pilar yang akan menjadi indikator yaitu : 1) Indikator pembangunan manusia (Human Development) antara lain pendidikan dan kesehatan, 2) Indikator Sosial Economic Development seperti sarana prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi, 3) Indikator Environmental Development berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.
5.2.2. Isu Strategis Daerah
Isu strategis dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 merupakan kondisi aktual hasil sintesa fakta-fakta permasalahan pembangunan yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah dan berdampak bagi keberlanjutan pembangunan sesuai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. 
Adapun beberapa isu-isu strategis daerah Provinsi Maluku tahun 2014–2019 adalah sebagai berikut:
1. Tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan daerah belum efektif dan efisien; 
2. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran; 
3. Terbatasnya infrastruktur dasar;
4. Belum optimalnya pelayanan pendidikan; 
5. Belum optimalnya pelayanan kesehatan; 
6. Masih rendahnya ketahanan pangan daerah;
7. Belum optimalnya iklim usaha dan investasi;
8. Belum berkembangnya budaya kreativitas, inovasi, ekonomi kreatif dan teknologi;
9. Rendahnya daya saing ekonomi daerah dan komoditas unggulan daerah; 
10. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana serta daya dukung pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.
11. Tingginya ketimpangan antar wilayah. 
12. Belum optimalnya aktualisasi nilai-nilai kehidupan umat beragama;
13. Belum sinerginya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Isu strategis daerah ini disajikan dengan pendekatan urusan pemerintahan, yakni urusan wajib dan urusan pilihan untuk mempermudah penentuan stakeholder terkait dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan menghadapi isu strategis tersebut.

5.2.2.1 Urusan Wajib Pemerintahan Daerah

1. Urusan Pendidikan 
a. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan;
b. Belum optimalnya peran serta orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan;
c. Belum optimalnya pemanfaatan tekhnologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
d. Belum sepenuhnya memasukan  kearifan lokal dalam kurikulum;
e. Terbatasnya kegiatan diklat untuk para guru; 
f. Rendahnya  kualitas guru.

2. Urusan Kesehatan 
a. Terbatasnya sumberdaya manusia, sarana dan prasarana kesehatan;
b. Masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit tidak menular serta meningkatnya penyakit degenerative;
c. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang; 
d. Gerakan SUN (Scaling Up Nutrition) untuk perbaikan gizi anak atau perbaikan gizi 1000 hari pertama kehidupan;
e. Terbatasnya infrastruktur penunjang pelayanan kesehatan seperti, perhubungan, energi, telekomunikasi dan air bersih.

3. Urusan Lingkungan Hidup 
a. Belum maksimalnya pemanfaatan TPS dan TPA;
b. Belum tertatanya permukiman penduduk secara baik;
c. Sistem jaringan pipa air minum belum merata pada kawasan permukiman penduduk;
d. Rendahnya akses masyarakat kepulauan terhadap air minum.

4. Urusan Pekerjaan Umum 
a. Rendahnya kemantapan jalan Provinsi Maluku;
b. Rendahnya Aksesibilitas jalan Provinsi Maluku;
c. Terbatasnya material jalan yang memenuhi syarat;
d. Rendahnya rasio jaringan irigasi;
e. Rendahnya rasio rumah layak huni;
f. Rendahnya rasio pemukiman layak huni.

5. Urusan Penataan Ruang 
Belum semua wilayah mempunyai Rencana Detail Tata Ruang, Produk tata ruang yang telah disusun belum disadari sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang. 


6. Urusan Perencanan Pembangunan 
a. Belum optimalnya keterpaduan perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan berbasis gugus pulau.
b. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

7. Urusan Perumahan 
Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman serta masih besarnya kesenjangan pemenuhan akan rumah layak huni. 

8. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 
a. Terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga;
b. Terbatasnya pembinaan kepemudaan;
c. Kurangnya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
d. Terbatasnya tenaga pelatih profesional;
e. Belum optimalnya manajemen organisasi pemuda dan olah raga.




9. Urusan Penanaman Modal 
a. Belum optimalnya pengelolaan investasi.
b. Iklim investasi belum kondusif.
c. Belum optimalnya  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah 
a. Belum optimalnya pengelolaan manajemen koperasi dan UMKM;
b. Terbatasnya akses pelaku usaha terhadap permodalan;
c. Masih rendahnya Inovasi dan adopsi teknologi untuk pengembangan koperasi;
d. Terbatasnya pengembangan desain produk yang berdampak pada diversifikasi produk;
e. Terbatasnya jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran.

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 
a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi kependudukan. 
b. Tingginya tingkat pertumbuhan kependudukan.

12. Urusan Ketenagakerjaan 
a. Terbatasnya lapangan kerja.
b. Kualitas dan daya saing pencari kerja belum sesuai kebutuhan pasar.

13. Urusan Ketahanan Pangan 
a. Meningkatnya konsumsi beras setiap tahun dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun.
b. Belum tercapainya skor pangan harapan sesuai target yang dipersyaratkan.
c. Belum optimalnya pengembangan pangan strategis melalui intensifikasi dan ektensifikasi serta masih rendahnya diversifikasi produk pangan lokal.
d. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktifitas pangan strategis dan pangan lokal.

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
a. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengurus utamaan gender dan anak;
b. Belum optimalnya peran media massa dan elektronik dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. Belum optimal penganggaran berbasis gender;
d. Masih ada anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah;
e. Tingginya bentuk kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah pada anak dan perempuan;
f. Kurangnya pengembangan usaha ekonomi produktif perempuan.


15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
a. Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi;
b. Rendahnya cakupan peserta KB aktif.

16. Urusan Perhubungan 
a.  Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan. 
b.  Belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi.
c.  Kurangnya SDM dan infrastruktur pendukung  uji KIR.

17. Urusan Komunikasi dan Informasi 
a. Terbatasnya infrastruktur telekomunikasi 
b. Terbatasnya penyebarluasan media  informasi pada masyarakat.
c. Belum optimalnya implementasi e-government dan pelayanan perijinan telekomunikasi. 

18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 
a. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan kearifan lokal;
b. Belum meratanya pemahaman wawasan kebangsaan dikalangan tertentu;
c. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang proses demokrasi.

19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 
a. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan dan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik serta penerapan pelayanan publik.
b. Belum optimalnya implementasi SPM dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
c. Lemahnya penegakkan hukum dan perundang-undangan; 
d. Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi dalam urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
e. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
a. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. 
b. Rendahnya kapasitas SDM dan terbatasnya akses informasi, sarana, modal, pasar dan pelayanan ditingkat desa; 
c. Rendahnya sinergitas keterpaduan dalam pemberdayaan masyarakat antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

21. Urusan Sosial 
a. Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 
b. Belum optimalnya manajemen pelayanan korban bencana alam dan bencana sosial.
c. Terbatasnya akses pelayanan sosial.

22. Urusan Kebudayaan 
a. Masih rendahnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. 
b. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya dan terbatasnya kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya. 
c. Rendahnya minat masyarakat dalam mempelajari budaya daerah dan penyelamatan aset budaya.

23. Urusan Statistik 
a. Belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengolahan data statistik. 
b. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan data statistik.

24. Urusan Kearsipan 
a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola kearsipan. 
b. Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan.
c. Belum optimalnya penataan tertib arsip.
d. Belum sinergi pengelolaan kearsipan di tingkat provinsi dan kab/kota. 

25. Urusan Perpustakaan 
a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengelola perpustakaan.
b. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan bagi pengembangan kualitas bangsa. 
c. Pengelolaan perpustakaan yang belum profesional 
d. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan.
e. Terbatasnya koleksi bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan.

5.2.2.2. Urusan Pilihan Pemerintah Daerah
1. Urusan Kelautan dan Perikanan 
a. Belum optimalnya pemanfaatan wilayah pesisir untuk budidaya perikanan.
b. Tingginya kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya. 
c. Terbatasnya sarana prasarana perikanan budidaya, tangkap dan pengelolaan hasil kelautan dan perikanan. 
d. Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan. 
e. Rendahnya pengawasan potensi sumber daya kelautan (illegal fishing).
f. Belum optimalnya  pembinaan terhadap kelompok nelayan.
2. Urusan Pertanian 
a. Rendahnya produktivitas pangan strategis dan pangan lokal
b. Terbatasnya infrastruktur penunjang pertanian (perkebunan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan).
c. Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi dan informasi, pasar dan permodalan. 
d. Alih fungsi lahan pertanian masih cukup tinggi.
e. Pemberdayaan terhadap kelompok petani terbatas dan belum tepat sasaran.
f. Terbatasnya  SDM penyuluh pertanian.

3. Urusan Kehutanan 
a. Klaim masyarakat adat atas hak ulayat pada kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan non prosedural.
b. Belum optimal pengelolaan hutan dan hasil hutan.
c. Kerusakan ekosistem mangrove dan lahan kritis yang luas tersebar di Kabupaten/Kota.
d. Penebangan liar dan peredaran kayu illegal.
e. Kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan rendah.

4. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral 
a. Rendahnya cakupan rasio elektrifikasi.
b. Tingginya penambangan tanpa ijin.
c. Belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan. 

5. Urusan Pariwisata 
a. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
b. Rendahnya kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing destinasi wisata;
c. Rendahnya kualitas SDM pengelola  dan pelaku usaha pariwisata.;
d. Belum terpadu dan sinerginya pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata. 
e. Terbatasnya infrastruktur pendukung pariwisata dan promosi wisata.

6. Urusan Industri 
a. Masih kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi Industri Kecil Menengah.
b. Industri berbasis sumberdaya lokal belum berkembang secara merata. 
c. Belum ditetapkannya kawasan industri.

7. Urusan Perdagangan 
a. Rendahnya daya saing produk di pasar lokal, nasional dan global.
b. Belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis.
c. Belum tersedianya fasilitas penunjang ekspor.
d. Belum adanya sistem resi gudang yang mendukung stabilitas harga. 
e. Terbatasnya fasilitas dan informasi pasar.

8. Urusan Ketransmigrasian 
a. Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi.
b. Kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam mempersiapkan transmigran baik di daerah asal maupun daerah tujuan transmigrasi. 
c. Belum optimalnya kota terpadu mandiri transmigrasi.
d. Kurangnya pemberdayaan masyarakat lokal disekitar kawasan transmigrasi.

5.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 11 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.
SPM disusun oleh pemerintah pusat melalui kementerian sektoral dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyusunan dan pengembangan SPM dilakukan oleh kementerian teknis di bawah koordinasi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
Pelaksanaan penerapan SPM untuk pemerintah provinsi meliputi 9 (sembilan) bidang SPM yakni Perumahan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, dan Penanaman Modal. Selanjutnya hal-hal terkait dengan SPM seperti indikator, target dan batas waktu pencapaian yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian terkait dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. SPM Bidang Perumahan (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008).
a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni (100% pada tahun 2025); 
b. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (70% pada tahun 2025); 
c. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (100% pada     tahun 2025). 

2. SPM Bidang Sosial (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008) 
a. Persentase kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi (80% pada tahun 2015); 
b. Persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (80% pada tahun 2015); 
c. Persentase kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi (80% pada tahun 2015); 
d. Persentase panti sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial (60% pada tahun 2015); 
e. Persentase panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (80% pada tahun 2015); 
f. Persentase organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial luar panti (60% pada tahun 2015). 

3. SPM Bidang Lingkungan Hidup (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008) 
a. Presentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya (70% pada tahun 2013); 
b. Presentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan informasikan mutu udara ambiennya (100% pada tahun 2013); 
c. Presentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (100% pada tahun 2013). 

4. SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010) 
a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (100% pada tahun 2014); 
b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (100% pada tahun 2014); 
c. Cakupan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu (75% pada     tahun 2014); 
d. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (75% pada tahun 2014); 
e. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (80% pada tahun 2014); 
f. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (50% pada tahun 2014); 
g. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (50% pada tahun 2014); 
h. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (100% pada tahun 2014). 

5. SPM Bidang Ketenagakerjaan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.15/Men/X/2010) 
a. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (50% pada tahun 2016); 
b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (60% pada   tahun 2016); 
c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (60% pada            tahun 2016). 

6. SPM Bidang Ketahanan Pangan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010) 
a. Penguatan cadangan pangan (60% pada tahun 2015); 
b. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (100% pada       tahun 2015); 
c. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (80% pada tahun 2015); 
d. Penanganan daerah rawan pangan (60% pada tahun 2015). 

7. SPM Bidang Kesenian (Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010) 
a. Cakupan kajian seni (50% pada tahun 2014); 
b. Cakupan fasilitas seni (30% pada tahun 2014); 
c. Cakupan gelar seni (75% pada tahun 2014); 
d. Cakupan misi kesenian (100% pada tahun 2014); 
e. Cakupan SDM kesenian (25% pada tahun 2014); 
f. Cakupan tempat (100% pada tahun 2014); 
g. Cakupan organisasi (34% pada tahun 2014). 

8. SPM Bidang Perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011) 
a. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan provinsi (100% pada tahun 2014); 
b. Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek (100% pada tahun 2014); 
c. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardriil) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan provinsi (100% pada tahun 2014); 
d. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek antar kota dalam provinsi (100% pada tahun 2014); 
e. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelayakan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal dan pengelola perlengkapan jalan (100% pada tahun 2014); 
f. Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari (75% pada tahun 2014); 
g. Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari (60% pada tahun 2014); 
h. Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi (100% pada tahun 2014); 
i. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau (100% pada tahun 2014); 
j. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalam provinsi yang menghubungkan jalan provinsi yang terputus oleh perairan (75% pada tahun 2014); 
k. Tersedianya pelabuhan bagi setiap ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalam provinsi dan tidak ada alternatif jalan (75% pada tahun 2014); 
l. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran dibawah 7 GT (100% pada tahun 2014); 
m. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternative jalan (100% pada tahun 2014);
n. Tersedianya dermaga pada setiap ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada lintas trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan (100% pada tahun 2014); 
o. Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar kabupaten/kota dalam provinsi (100% pada tahun 2014); 
p. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal untuk angkutan laut dengan ukuran dibawah 7 GT (100% pada tahun 2014). 

9. SPM Bidang Penanaman Modal (Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011) 
a. Terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal. Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di lebih 1 kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi (100% pada tahun 2014); 
b. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (1 kali/tahun pada tahun 2014); 
c. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha ungulan (1 sektor/bidang usaha pertahun pada tahun 2014); Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing (1 kali/tahun pada tahun 2014); 
d. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi (1 kali/tahun pada tahun 2014); 
e. Terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal (100% pada tahun 2014); 
f. Terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (100% pada tahun 2014); 
g. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (1 kali/tahun pada tahun 2014).
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